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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Pakong merupakan perwujudan
pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun
2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana
Strategis Kecamatan Pakong Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan
Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana
Strategis Kecamatan Pakong Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud
transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta
merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap
unit organisasi di lingkungan Kecamatan Pakong. Kinerja Kecamatan
Pakong diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang
merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Kecamatan Pakong tahun 2024.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum
menunjukan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan
dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat,
dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan
sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan
melalui Laporan Kinerja Kecamatan Pakong tahun
2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan
peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh
jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Pakong pada

tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja



Kecamatan Pakong secara keseluruhan dalam mewujudkan Good

Governance dan Clean Government.

Pamekasan, 31 Januari 2025
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja KECAMATAN PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman
Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam
Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen KECAMATAN
PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan
Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu
kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan
dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan

Kinerja ini.

Pamekasan, 31 Januari 2025
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah
diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih
lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang
baik, Kecamatan Pakong selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut
selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan
mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub
sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi
aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan
sasaran  Perangkat Daerah yang  dilakukan tidak  hanya
mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan

Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah



dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan
Pakong Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP
Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 yang
dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja
sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26
Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas:
melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan,
dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau kelurahan serta
koordinasi kesatuan bangsa dan tugas yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut

Kecamatan Pakong mempunyai fungsi:

1) Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan;

2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak
dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan;

3) Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Pelayanan Umum;



4) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan
kepada Camat;
5) Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan

Kelurahan;

6) Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan;

7) Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum;

8) Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

9) Mengoordinasikan Kegiatan Pembinaan Urusan Kesatuan
Bangsa, Wawasan Kebangsaan dan kerukunan umat
beragama tingkat kecamatan; dan

10) Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan
Kelurahan; dan

11) Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi

dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang.

Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Pakong

Kabupaten Pamekasan.

1) Camat;
2) Sekretaris Camat yang membawahi 2 (dua) Kasubag, yaitu:

3) Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
4) Sub Bagian Keuangan dan Asset.

5) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

7) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;



8) Seksi Kesatuan Bangsa;

9) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Gambar 1.1. Struktur Organisasi
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B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang
harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan  perangkat daerah karena dampaknya
yangsignifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik
bersifatpenting, mendasar, mendesak, berjangka
menengah /panjang, dan menentukan pencapaian tujuan
perangkat di masa yang akan datang dalam rangka
menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada
kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra

Kecamatan Pakong periode 2024-2025 sebagai berikut :

1. Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) secara berkelanjutan;

2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang
baik (good government);

3. Penguatan kemandirian desa melalui peningkatan tata

kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

desa/kelurahan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan
5. kependudukan melalui pendekatan yang inovatif;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu
pada Renstra Kecamatan Pakong periode 2024-2026, Arahan
Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian
Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada
tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

(good government);

2. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan

melalui pendekatan yang inovatif



C. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Pakong ini disusun berdasarkan

beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun
2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;

5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-
2026;

6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;



E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 adalah :

BABI PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis
yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah, Rencana

Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Capaian
Kinerja Lainnya dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-
2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang
menjabarkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Rencana
Strategis (Renstra) Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang
berlandaskan pada RPD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk
menjabarkan Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Pamekasan
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Kecamatan
Pakong Kabupaten Pamekasan juga menjadi acuan dalam mengendalikan
dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Pakong
Kabupaten Pamekasan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam
menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita
dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki
oleh daerah.

Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan berkontribusi
dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan
berkaitan dengan unsur pendukung urusan pemerintahan dan Kesra,
urusan perekonomian dan pembangunan.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan
tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pakong
Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan
Pakong Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang

diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
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1.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi

tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pamekasan dalam bentuk yang lebih

terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3

(tiga) tahun ke depan.
Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan

oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran

pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Pakong dalam waktu 3

(tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

1. Mendorong Rata-rata
kemajuan IDM ( Indeks
desa/kelur Desa
. Membangun) 0,764 0,72 0,73 0,75 0,75
ahan di
di Wilayah
wilayah
Kecamatan
Kecamatan Pakong
Pakong
Mendorong Jumlah Desa 1
. NA 1 Desa 1 Desa 1 Desa
Tumbuhnya Mandiri Desa
Desa Jumlah Desa 4
Mandiri/Maju/T Maju 3 Desa 4 Desa Desa 5 Desa 12 Desa
ematik di
Wilayah
Y Jumlah Desa NA 6D 7 8D 12D
esa esa esa
Kecamatan Tematik Desa
Pakong
2. Meningkat Persentase
nya jumlah
penyelesaia konflik sosial 85% 85% 90% 95% 95,00%
yang
n/pencega
terselesaikan

12



han konflik Persentase
sosial dan jumlah
elangeara pelanggaran
p £ ) 92% 95% 97% 100% 100,00%
trantibum
n
) yang
trantibum '
terselesaikan
di wilayah
Kecamatan | Meningkatnya Persentase
Pakong penanganan jumlah
. . potensi
konflik sosial 85% 85% | 90% | 95% 95,00%
d dan/atau
an
konflik sosial
elanggaran
p &8 tertangani
trantibum di
Wilayah Persentase
Kecamatan Jumlah
Pak pelanggaran 92% 95% 97% 100% 100,00%
on,
& trantibum
tertangani
Terwujudn Indeks
ya Pelayanan
pelayanan Publik (IPP) 3,61 4 4,5 4,85 4,85
. Pemerintah
publik yang
. Daerah
berkualitas
Meningkatnya
kualitas Hasil Survey
pelayanan publik Kepuasan 3,65 3,75 3,85 4,00 4,00
di wilayah Masyarakat
Kecamatan

Sumber : Renstra Kecamatan Pakong

13
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2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam
penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja
Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakong

Kabupaten Pamekasan tahun 2024 adalah sebagai beriku

14



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Mendorong
Tumbuhnya

Desa
Mandiri/Maju/Tematik
di Wilayah

Kecamatan

Pakong

Jumlah Desa Mandiri

Definisi :

Desa Mandiri adalah desa yang
mempunyai ketersediaan dan akses

terhadap pelayanan dasar yang
mencukupi, infrastruktur yang
memadai, aksesibilitas /transportasi

yang tidak sulit, pelayanan umum yang
bagus, serta penyelenggaraan
pemerintahan yang sudah sangat baik.

Rumus hitung :

Jumlah Desa yang memiliki Indeks Desa
Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.

IDM

(Indeks Desa
Membangun)

Seksi Pembinaan
dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

Jumlah Desa Tematik

Definisi :

Desa tematik adalah sebuah desa yang
didesain dan dikembangkan dengan
tema tertentu, seperti desa budaya, desa
peternakan, atau desa pariwisata

Laporan Kecamatan

Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
dan Kelurahan

15



Rumus hitung :

Jumlah Desa yang dikembangkan
dengan tema tertentu terkait
pengembangan ekonomi desa meliputi
desa budaya, desa peternakan, atau
desa wisata, esa UMKM dan desa
perikanan

Meningkatnya
penanganan
konflik sosial

dan pelanggaran
trantibum di
wilayah Kecamatan

Pakong

Persentase jumlah
potensi dan/atau konflik

sosial tertangani

Definisi :

Konflik sosial adalah pertentangan
antar anggota masyarakat yang bersifat
menyeluruh dalam kehidupan.

Rumus hitung :
Jumlah Konflik sosial yang tertangani

/ jumlah seluruh konflik x 100%

Laporan Kecamatan

Seksi Kesatuan
Bangsa

Persentase jumlah
Pelanggaran trantibum

tertangani

Definisi :

Pengamanan kegiatan, wilayah dan
masyarakat dalam rangka mencegah
gangguan ketertiban termasuk kantor
dan rumah jabatan Camat

Rumus hitung :

Jumlah penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum yang difasilitasi/
Jumlah seluruh penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum x
100 %

Laporan Kecamatan

Seksi Ketentraman
dan Ketertiban

16




Meningkatnya kualitas
pelayanan publik di
wilayah

Kecamatan

Pakong

Hasil Survei Kepuasan

Masyarakat

Definisi :

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
adalah kegiatan pengukuran secara
komprehensif tingkat kepuasan
masyarakat terhadap kualitas layanan
yang diberikan oleh penyelenggara
pelayanan publik

Rumus hitung :

Nilai interval konversi (NIK), mutu
Pelayanan, dan kinerja unit pelayanan
sebagai berikut :

1. 25,00 - 64,99 D (Tidak baik);

2. 65,00 - 76,60 C (Kurang baik);
3.76,61 — 88,30 B (Baik);

4. 88,31 - 100,00 A (Sangat baik).

Laporan Kecamatan

Seksi Pemerintahan
dan Pelayanan
Publik

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakong Tahun 2024
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B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan,
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat
Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Pakong Tahun
2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Mendorong Rata-rata IDM (
kemajuan Indeks Desa
desa/kelurahan di Membangun) di Indeks 0,72
wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan
Pakong Pakong
Mendorong Jumlah Desa Mandiri Jumlah 1 Desa
Tumbuhnya Desa
. . Jumlah Desa Maju Jumlah 4 Desa
Mandiri/Maju/Te
matik di Wilayah
Kecamatan Jumlah Desa Tematik 6 Desa
Jumlah
Pakong
2. Meningkatnya Persentase jumlah
penyelesaian/pence konflik sosial yang Persentase 85%
gahan konflik sosial terselesaikan
dan pelanggaran
. o Persentase jumlah
trantibum di wilayah
pelanggaran
Kecamatan Pakong Persentase 95%
trantibum yang
terselesaikan
Meningkatnya Persentase jumlah
penanganan potensi dan/atau
Persentase 85%
konflik sosial dan | konflik sosial
pelanggaran tertangani
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trantibum di
Persentase jumlah

wilayah
pelanggaran Persentase 95%
Kecamatan
trantibum tertangani
Pakong
3. Terwujudnya Indeks Pelayanan
pelayanan publik Publik (IPP) Indeks 4
yang berkualitas Pemerintah Daerah

Meningk: .
eningkatnya Hasil Survey
kualitas pelayanan L
o Kepuasan Nilai 3,75
publik di wilayah
Masyarakat
Kecamatan

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan tahun 2024
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja
tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan
Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan
perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan
kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk
menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang
terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih
baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.
Penyusunan Perjanjian Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan
Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Pakong
Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2025, dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong pada tahun 2024 mengalami

1 kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan
ditandatangani bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada

bulan Mei 2024.
Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi

kondisi sebagai berikut:
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1. Efisiensi kegiatan Kesbang dengan kegiatan Trantib secara

signifikan untuk mencapai Indikator Kegiatan;

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian
tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi

anggaran);

3. Mengakomodasikondisi darurat atau mendesak yang

belum teranggarkan pada APBD;

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten

Pamekasan Tahun 2024 sebelum dan sesudah perubahan

Mendorong Tumbuhnya Desa Jumlah Desa Mandiri Jumlah 1
1. [Mandiri/Maju/Tematik di
Wilayah Kecamatan Pakong Jumlah Desa Maju Jumlah 4
Jumlah Desa Tematik Jumlah 6
2. | Meningkatnya Persentase jumlah potensi | Persentase
penanganan konflik dan/atau konflik sosial 85%
sosial dan pelanggarab tertangani

trantibum di wilayah

Kecamatan Pakong Persentase jumlah
pelanggaran trantibum Persentase 95%
tertangani
3. |Meningkatnya kualitas Hasil Survey Kepuasan
pelayanan publik di wilayah Masyarakat Nilai 3,75

kecamatan Pakong

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong Tahun 2024 setelah revisi
yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan

Kinerja Kecamatan Pakong tahun 2024 ini.
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Untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2024, Kecamatan Pakong

mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp 2.659.568.999 yang

digunakan untuk melaksanakan 6 (Enam) Program, 13 (Tiga Belas)

Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Kecamatan Pakong Tahun 2024

Pelayanan Publik

sesuai pedoman

standar pelayanan

7 | UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 | KECAMATAN
7.01.0.00| Kecamatan Pakong 2,569,568,999
.0.00.09
Persentase 100%
perencanaan dan
evaluasi kinerja
yang berkualitas
Persentase 100%
laporan
Program Penunjang keuangan
7.01.06 | Urusan Pemerintahan | dengan kualitas 1,992,759,071
Daerah Kabupaten/Kota baik
Persentase 100%
peningkatan
kompetansi
aparatur
Persentase 95%
Sarana
prasarana yang
terpenuhi
Program Persentase Jenis
Penyelenggaraan pelayanan Publik
7.1.2 Pemerintahan dan yang dilaksanakan 95% 25,000,000

21



7.1.3

Program Pemberdayaan

Persentase

Kecamatan yang

ditindak lanjuti

Masyarakat Desa dan Desa/Kelurahan

Kelurahan yang aktif dalam 95% 25,000,000
Pemberdayaan
Masyarakat

Program Koordinasi Persentase

Ketentraman dan Pengaduan/ Ganggu

7.1.4 90% 597,010,000
Ketertiban Umum an Wilayah

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pakong Kabupaten
Pamekasan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan
kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran
penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan
sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-
2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
ditetapkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten
Pamekasan.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran
atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja
tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja
tujan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja
pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian

rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.
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Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala
pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja

untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

1 | Sangat Baik 120 2X > 100
2 |Baik X =100

3 [Cukup 80 <X <100
4 | Kurang 50 <X <80
5 | Sangat Kurang X <50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan
mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang
diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat
pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran
yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana
Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Pelaporan Kinerja ini
didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong Tahun 2024 dan

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakong.
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A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2024
diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada
Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun
2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kecamatan
Pakong Kabupaten Pamekasan merupakan kinerja tahun terakhir periode
Renstra Kecamatan Pakong Tahun 2024-2026. Secara rata-rata capaian
kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 95 % yang dihitung dari rata-rata
capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas

pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja

Sasaran 1 Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah
Kecamatan Pakong

1. Jumlah Desa Mandiri 1 1 100% Baik |Pengukuran
. IDM 2024
Jumlah Desa Maju 4 7 200% | Sangat
Baik
Jumlah Desa Tematik 6 12 100% | Sangat |Potensi Desa
Baik

Sasaran 2 Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran
trantibum di wilayah Kecamatan Pakong
1. | Persentase jumlah ’5 9, ’5 9, 100%

potensi dan/atau Baik

) . Evaluasi
konflik sosial

Hasil Renjal
2024

tertangani

2. | Persentase jumlah 95 % 95 % 100%

pelanggaran Baik

trantibum tertangani

Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan
Pakong

1. | Indek Kepuasan 100 90,391 99,90% Baik o Hailsil .
Masyarakat (IKM) valuasi
SKM 2024

25



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat

diketahui:

—

. Target dengan capaian realisaasi di atas 100% sebanyak O target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 5 target;
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya (NA) sebanyak
O target.
Selain itu, indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Pakong
masing menggunakan realisasi tahun 2023, karena hasil pengukuran

realisasi tahun 2024 belum selesai

B. Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut:

Jumlah Desa Mandiri 1 Desa 1 Desa 100%
Jumlah Desa Maju 4 Desa 7 Desa 200%
Jumlah Desa Tematik 6 Desa 12 Desa 200%

Indikator jumlah desa mandiri dan jumlah desa maju ditentukan
melalui pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM), sedangkan Desa
Tematik ditentukan dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan
mengembangkan desa berdasarkan potensi dan karakteristik uniknya.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit
yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial
(IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi /
Lingkungan (IKL). IDM dihitung dengan rumus IDM = 1/3 (IS + IEK + IL).
Setiap indikator diberikan nilai antara 0-5, dengan nilai yang lebih tinggi
menunjukkan tingkat keberartian yang lebih tinggi. Hasil penghitungan
IDM tiap desa ditetapkan melalui berita acara penetapan status desa oleh

tim verifikasi pendamping desa dan dipublikasikan oleh Kementerian



Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia (kemendesa) melalui alamat website

https://idm.kemendesa.qgo.id/rekomendasi.

1.1 Desa Mandiri

Dalam upaya mensejahterakan rakyatnya, tentu pemerintah
membuat beberapa langkah dan strategi untuk meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Salah satunya
adalah programpembangunan desa. Untuk pelaksanaan program tersebut
diperlukan ketersedian data dasar yang dipetakan dalam Indeks Desa
Membangun (IDM).

IDM sendiri adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk
mengukur kemandirian suatu desa melalui analisis dan nilai komposit
seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan
konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta kebijakan
pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan dan
fungsi kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (PDTT). Indeks Desa Membangun (IDM) diperlukan sebagai

acuan terhadap status desa, sebagai berikut ini:

Tabel 3.3 Indeks Desa Membangun (IDM)

Desa Mandiri IDM > 0,8155

Desa Maju 0,7072 < IDM =< 0,8155
Desa Berkembang 0,5989 < IDM < 0,7072
Desa Tertinggal 0,4907 < IDM < 0,5989
Desa Sangat IDM < 0,4907
Tertinggal
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Desa Mandiri adalah desa yang memiliki Indeks Desa

Membangun (IDM) lebih besar (>) dari 0,8155. Berdasarkan

gambar 3.1 di atas desa yang memiliki IDM lebih besar dari

0,8155 yaitu O Desa, dengan tidak terpenuhinya status sebagai

Desa Mandiri. Kegagalan dalam terpenuhinya status desa

mandiri di Kecamatan Pakong dikarenakan :

1.

Kurangnya koordinasi target berkelanjutan yang di lakukan
oleh Kecamatan Pakong kepada Desa yang sudah
mendekati Mandiri agar segera mengupayakan kekurangan
poin yang masih bisa terpenuhi untuk menjadi desa
mandiri di upayakan secara maksimal

Kurang memadainya ketersediaan sarana dan prasarana di
Desa di Kecamatan Pakong yang bisa menjadikan salah
satu Desa di Kecamatan Pakong untuk menjadi Desa

Mandiri

Adapun Perbandingan jumlah Desa Mandiri Kecamatan

Pakong tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.4 Jumlah Desa Mandiri Kecamatan Pakong

Tahun 2022 s.d 2024

Mandiri NA NA 0

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian
kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada
tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Jumlah Desa Mandiri

Kecamatan Pakong

N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A 1 0 0

Berdasarkan tabel di atas, belum dapat dilakukan perbandingan
capaian realisasi Jumlah Desa Mandiri tahun 2024 dengan tahun
sebelumnya karena target indikator Jumlah Desa Mandiri baru ditetapkan
pada tahun 2024.

Dalam rangka mencapai target jumlah desa mandiri, Kecamatan
Pakong telah berupaya memaksimalkan dukungan program salah satunya
adalah Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. Dari Program
Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Program
Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdapat kegiatan dirasa
kurang maksimal, dikarenakan kegiatan dari Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan belum bisa menyentuh seluruh unsur komposit
pendukung penentuan Indeks Desa Membangun.

Dari Program dan kegiatan yang ada, Hal-hal yang telah dilakukan
dalam rangka meningkatkan Jumlah Desa Mandiri Kecamatan Pakong

adalah sebagai berikut :

29



1.

2.

Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala ke OPD
pengampu yang berkaitan dengan penentuan Indeks Desa
Membangun.

Melakukan pembinaan dan pengawasan dana desa terutama terhadap
kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan nilai IDM

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka

meningkatkan pencapaian kinerja Kecamatan Pakong untuk Jumlah Desa

Mandiri yang akan datang dengan memperhatikan beberapa Program dan

kegiatan yang dirasa kurang maksimal, diantaranya sebagai berikut :

1.

Melakukan analisa terhadap indeks komposit Indeks Desa
Membangun kepada desa-desa dengan status Desa Maju yang memiliki
nilai IDM mendekati batas minimal IDM desa mandiri, sehingga bisa
melakukan pemfokusan pendampingan untuk peningkatan nilai
tersebut dan bisa mencapai Desa Mandiri

Melakukan asistensi dan pendampingan kepada seluruh desa di
Kecamatan Pakong dalam rangka peningkatan Indeks Desa

Membangun.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat desa Kecamatan Pakong.

1.2 Desa Maju

Berdasarkan gambar 3.1 diatas, maka terdapat 7 desa maju

(Bicorong, Klompang Barat, Klompang Timur, Bajang, Seddur, Pakong,

Lebbek ). Analisis keberhasilan terpenuhinya target desa Maju disebabkan

oleh:

1.

Terpenhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk membentuk
desa Maju di beberapa desa di Kecamatan Pakong

Koordinasi yang baik dari pihak Kecamatan dengan pemerintahan
desa di Kecamatan Pakong

Perangkat Desa bersemangat menyongsong perubahan dari desa
berkembang menjadi desa Maju

Adapun Perbandingan jumlah Desa Maju Kecamatan

Pakong tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.6 Jumlah Desa Maju Kecamatan Pakong
Tahun 2022 s.d 2024

Maju NA NA 7

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja

tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Jumlah Desa Maju

Kecamatan Pakong

Maju | N/A | N/A N/A | N/A| N/A N/A 4 7 200

Berdasarkan tabel di atas, belum dapat dilakukan perbandingan
capaian realisasi Jumlah Desa Maju tahun 2024 dengan tahun
sebelumnya karena target indikator Jumlah Desa Maju baru ditetapkan
pada tahun 2024

Dalam rangka mencapai target jumlah desa maju, Kecamatan

Pakong telah berupaya memaksimalkan dukungan program salah

satunya adalah  Program Pembinaan Dan Pengawasan
Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan
Kelurahan. Dari Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan
Kelurahan terdapat kegiatan dirasa kurang maksimal, dikarenakan
kegiatan dari program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
belum bisa menyentuh seluruh unsur komposit pendukung penentuan
Indeks Desa Membangun.

Dari Program dan kegiatan yang ada, Hal-hal yang telah dilakukan
dalam rangka meningkatkan Jumlah Desa Maju Kecamatan Pakong

adalah sebagai berikut :

31



1. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala ke OPD
pengampu yang berkaitan dengan penentuan Indeks Desa Membangun.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan dana desa terutama terhadap
kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan nilai IDM
Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka
meningkatkan pencapaian kinerja Kecamatan Pakong untuk Jumlah Desa

Maju yang akan datang dengan memperhatikan beberapa Program dan

kegiatan yang dirasa kurang maksimal, diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan analisa terhadap indeks komposit Indeks Desa
Membangun kepada desa-desa dengan status Desa Maju yang
memiliki nilai IDM mendekati batas minimal IDM desa mandiri,
sehingga bisa melakukan pemfokusan pendampingan untuk
peningkatan nilai tersebut dan bisa mencapai Desa Mandiri

2. Melakukan asistensi dan pendampingan kepada seluruh desa di
Kecamatan Pakong dalam rangka peningkatan Indeks Desa
Membangun.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat desa Kecamatan Pakong

Berdasarkan tabel diatas, terdapat kenaikan realisasi desa maju

pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023.

Berdasarkan hasi evaluasi Internal Status Desa 2022 dan 2023, hal ini

disebabkan karena:

1. Kemampuan pemerintahan desa yang lemah dalam hal pengelolaan
sehingga menyebabkan pemerintahan desa tidak efektif dan efisien
dengan tersedianya sumber daya dan potensi yang ada, serta
kurangnya partisipasi masyarakat dalam poses pembangunan desa
yang dapat menyebabkan desa tidak dapat mengembangkan potensi
yang tersedia.

2. Ketergantungan desa terhadap pemerintah yang dapat menyebabkan
desa tidak dapat mengembangkan kemandiriannya ditambah dengan

adanya keterbatasan sumber daya pada pemerintahan desa.
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3. Ketersedian SDM yang ada belum mampu untuk melakukan

pengelolaan potensi desa minimal dalam penginputan dokumen yang

bisa meningkatkan status desa.

Dari program dan kegiatan yang ada, hal-hal yang telah dilakukan

dalam rangka meningkatkan status desa menjadi desa mandiri adalah

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Adanya pendampingan untuk memperbaiki dan memenuhi seluruh
dokumen dalam menunjang status desa menjadi desa mandiri
terlebih dalam aspek kualitas dokumen.

Adanya dukungan potensi desa, sumber daya manusia dan sumber
daya alamnya.

Melakukan koordinasi, konsultasi dan evaluasi internal secara
berkala dengan Perangkat Daerah dan Pendamping Desa terlebih
dalam pengelolaan potensi desa yang ada.

Melakukan kegiatan monitoring atau pemantauan terhadap desa
minimal 2 kali dalam setahun supaya kinerja capaian tetap
meningkat dan desa tidak dibiarkan berjalan dengan sendirinya
dalam menjalankan program tersebut.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka

meningkatkan pencapaian status desa yang meningkat yang akan datang

dengan memperhatikan beberapa program dan kegiatan yang dirasa

kurang maksimal, diantaranya sebagai berikut:

1)

2)

3)

Melakukan analisa terhadap indeks komposit Indeks Desa
Membangun kepada desa-desa dengan status Desa Berkembang
yang memiliki nilai IDM mendekati batas minimal IDM desa maju,
sehingga bisa melakukan pemfokusan pendampingan untuk
peningkatan nilai tersebut dan bisa mencapai Desa Maju
Melakukan asistensi dan pendampingan kepada seluruh desa di
Kecamatan Pakong dalam rangka peningkatan Indeks Desa
Membangun.

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat desa Kecamatan Pakong.
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Gambar 3.2 Tampilan Awal dan Kategori Penilaian di Aplikasi IDM
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Gambar 3.4 monitoring dan pendampingan internal

Ty
Bl

1.3 Desa Tematik

Desa Tematik adalah desa yang dikembangkan dengan tema
tertentu terkait pengembangan ekonomi desa meliputi desa budaya, desa
peternakan, atau desa wisata, desa UMKM dan desa perkebunan. Desa
tematik adalah desa yang memiliki konsep pembangunan desa yang
bertujuan untuk meningkatkan kemadirian dan kemampuan desa dalam
mengelola sumber daya dan potensi yang ada di desa tersebut. Adapun
karakteristik dari desa tematik dilihat dari pengelolaan potensi desa
menjadi sebuah inovasi, dan dalam tahun 2024 Kecamatan Pakong

mendapatkan capaian 12 Desa tematik yaitu: Desa Pakong sebagai desa
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UMKM penghasil buah alpukat. Sedangkan formulasi perhitungan tidak
sebagaimana yang tertera di IDM yang sudah tercantum nilainya,
melainkan desa tematik bergantung kepada potensi desa yang kemudian

dikembangkan menjadi sebuah inovasi.

Analis keberhasilan dari target Desa Tematik disebabkan oleh:

1. Kerjasama yang baik antara Pihak Kecamatan dengan Pihak Desa
untuk menggali potensi Desa yang bisa dijadikan inovasi untuk

dijadikan tema tertentu.

2. Pihak Desa mendukung terwujudnya Desa Tematik karena lebih

memahami potensi yang ada di Desa tersebut.

3. Dukungan dari pihak terkait menjadikan Desa Bicorong, Klompang
Timur, Lebbek, Pakong, Seddur, Bandungan sebagai desa UMKM
Penghasil buah alpukat dan Desa Lebbek, Bicorong, Bandungan,
Pakong, Seddur , Bajang sebagai Desa UMKM penghasil buah durian.

Tabel 3.5 Realisasi Jumlah Desa Tematik Tahun 2024

Jumlah Desa 6 12 200%
Tematik

Adapun perbandingan jumlah desa tematik Kecamatan Pakong

tahun 2023 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

NA NA 12

Perbandingan jumlah capaian desa tematik Kecamatan
Pakong tahun 2024 dengan tahun sebelumnya diuraikan sebagai

berikut:
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Tabel 3.7 Uraian Perbandingan Capaian Dengan Tahun
Sebelumnya

Target] Realisasi| Capaian% |Target| Realisasi | Capaian% |Target| Realisasi| Capaian%
N/A 0 N/A N/A 0 N/A 6 12 200
Tabel 3.8 Daftar Desa Tematik

No Desa Tematik

1 Bicorong Desa UMKM

2 Klompang Barat Desa Industri/UMKM

3 Klompang Timur Desa Wisata Air

4 Cenlecen Desa Religi

5 Bajang Desa Wisata Alam

6 Banban Desa Seni Tradisional

7 Somalang Desa Wisata Air Somber Penang
8 Palalang Desa Wisata Air

9 Seddur Desa UMKM

10 | Pakong Desa Bersih Indah dan Nyaman
11 | Bandungan Desa UMKM

12 | Lebbek Desa Holtikultura

Berdasarkan tabel di atas, belum dapat dilakukan perbandingan
capaian realisasi Jumlah Desa Tematik tahun 2024 dengan tahun
sebelumnya karena target indikator Jumlah Desa Tematik baru ditetapkan
pada tahun 2024.

Dalam rangka mencapai target Jumlah Desa Tematik, Kecamatan
Pakong telah berupaya memaksimalkan dukungan program salah satunya
adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. Dan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa. Dari Program
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dan Program
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa terdapat kegiatan dirasa
kurang maksimal, dikarenakan kegiatan dari program pemberdayaan
masyarakat Desa dan kelurahan serta program pembinaan dan
pengawasan pemerintah desa belum sepenuhnya bisa merubah persepsi
dari beberapa kepala desa untuk memfokuskan dan mengangkat potensi

Desa menjadi tematik Desa.
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Berdasarkan hasil evaluasi internal desa dan para

pendamping, hal ini disebabkan:

1)

2)

1)

2)

3)

Kurang mengoptimalisasikan dari pihak pemerintah Desa dalam
mengelola potensi yang ada terlebih jika anggaran yang ada minim.
Potensi Desa yang ada belum mendukung/tidak memadai dalam
menunjang perubahan menuju Desa tematik.

Dari program dan kegiatan yang ada, hal-hal yang telah
dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Desa tematik adalah
sebagai berikut:

Melakukan koordinasi bersama antar pihak pemerintah Desa,
perangkat daerah dan pendamping Desa.

Melakukan studi tiru baik dengan pelatihan atau pengembangan
potensi Desa di Kabupaten yang lainnya yang sudah terukur
pengembangan Desanya.

Selalu ada pemantauan dari pihak pendamping Desa dan perangkat
daerah untuk menstabilkan keberhasilan potensi Desanya.

Beberapa upaya yang ditargekan akan dilakukan dalam rangka
meningkatkan pencapaian jumlah desa tematik di Kecamatan Pakong
yang akan datang dengan memperhatikan beberapa program dan
kegiatan yang dirasa kurang maksimal, diantaranya sebagai berikut:
Mengupayakan Desa yang sudah menjadi Desa tematik
mempertahankan potensinya bahkan bisa mengembangkan lebih dari
potensi sebelumnya dengan dilakukan studi tiru yang terukur.
Melakukan pendekatan kepada Kepala Desa agar bisa memfokuskan
kegiatannya dalam pembentukan Desa tematik.

Melakukan asistensi dan pendampingan kepada seluruh Desa di
Kecamatan Pakong dalam rangka penggalian potensi desa dan
melakukan pemfokusan terhadap potensi tersebut agar bisa menjadi
tematik Desa.

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas

pelaksanaanpemberdayaan masyarakat Desa Kecamatan Pakong.
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Gambar 3.6 Sosialisasi dan penetapan alokasi kegiatan desa
mandiri tahun 2024
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Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial dan Pelanggaran

Trantibum

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya penanganan konflik
sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong adalah
sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi indikator sasaran 2

e

Persentase jumlah potensi

dan/atau konflik sosial o o

tertangani 85 % 85 % 100%
Persentase jumlah pelanggaran

trantibum tertangani 95 % 95 % 100%




Pada tahun 2024 Kecamatan Pakong melaksanakan kegiatan
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan dan Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,
Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
Untuk menghitung jumlah potensi dan/ atau konflik sosial tertangani
diperoleh dari jumlah kegiatan penanganan konflik sosial ditambah
dengan jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan Kecamatan
Pakong. Dan untuk memperoleh nilai prosentase jumlah potensi dan/
atau konflik sosial tertangani maka jumlah tersebut di atas dibagi dengan
target yang ditetapkan pada tahun 2024. Rumus persentase jumlah
potensi dan/ atau konflik sosial tertangani :

Keterangan :
Y
X =—x100%
Z
X = Prosentase jumlah potensi dan/ atau konflik sosial tertangani
Y = Jumlah kegiatan penanganan konflik sosial ditambah dengan jumlah
Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional yang dilaksanakan

Z =Jumlah target penanganan potensi dan/ atau konflik social

Kecamatan Pakong telah menyelesaikan laporan terjadinya konflik
sosial sebanyak 5 kegiatan dan juga telah melaksanakan 1 kegiatan
pencegahan konflik sosial sesuai dengan data berikut :

Tabel 3.7 Target dan realisasi kegiatan penanganan potensi dan/

atau konflik sosial

Penanganan Konflik Sosial Sesuai
1 Ketentuan Peraturan Perundang- 5 Kegiatan 5 Kegiatan
Undangan

Fasilitasi, Koordinasi dan
Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,

2 | Konsultasi) Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional

1 Kegiatan 1 Kegiatan
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Berdasarkan data di atas maka bisa dihitung :

Y
= —x100%
Z
5+1)
= O,
X 5+ 1) x100%
6
=—x100%
6
X =100%

Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai prosentase jumlah potensi dan/
atau konflik sosial tertangani sebesar 100%.

Indikator prosentase jumlah potensi dan/ atau konflik sosial
tertangani baru ditetapkan pada tahun 2024, sehingga capaian kinerja
indikator ini tidak bisa dibandingkan realisasinya dengan capaian tahun
sebelumnya.

Dalam mencapai target prosentase jumlah potensi dan/ atau
konflik sosial tertangani didukung oleh Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum. Kecamatan Pakong telah berupaya
memaksimalkan dukungan program tersebut dengan melakukan
koordinasi dengan Polsek Pakong, Koramil Pakong dan Satpol PP dan
Damkar Kabupaten Pamekasan.

Dukungan Program yang dilakukan oleh Kecamatan Pakong telah
menunjang ketercapaian prosentase jumlah potensi dan/ atau konflik
sosial tertangani. Namun program ini masih bisa ditingkatkan agar lebih
difokuskan pada pencegahan konflik sehingga bisa mengurangi konflik

sosial yang terjadi.

Strategi yang akan dilakukan Kecamatan Pakong untuk
mempertahankan ketercapaian prosentase jumlah potensi dan/ atau
konflik sosial tertangani adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan Polsek Pakong,

Koramil Pakong dan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pamekasan.
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2. Melakukan pendampingan dan pelatihan linmas desa agar dapat
mencegah potensi dan/atau konflik sosial yang terjadi.
Implementasi dari kegiatan penanganan pelanggaran trantibum di
Kecamatan Pakong yaitu dilaksanakan melalui 2 kegiatan Harmonisasi
Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Rumus

persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani :

Keterangan :
P = Prosentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani
Q = Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang
difasilitasi
R =Jumlah target seluruh penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum
Pada tahun2024,Kecamatan Pakong telah  melaksanakan

kegiatan penanganan pelanggaran trantibum sebagaimana data berikut :

Tabel 3.8 kegiatan penanganan pelanggaran trantibum

Harmonisasi Hubungan dengan
Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

6 Laporan 6 Laporan

Berdasarkan data di atas maka bisa dihitung :

Q

P=— x100%
R
(7+3)

P= x100%
(7 +3)
10

P=— x100%
10

P =100%
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Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai persentase jumlah
pelanggaran trantibum tertangani sebesar 100%.

Indikator persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani
baru ditetapkan pada tahun 2024, sehingga capaian kinerja indikator ini
tidak bisa dibandingkan realisasinya dengan capaian tahun sebelumnya.

Dalam mencapai target persentase jumlah pelanggaran trantibum
tertangani didukung oleh Program Koordinasi Ketentraman Dan
Ketertiban Umum. Kecamatan Pakong telah berupaya memaksimalkan
dukungan program tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Polsek
Pakong, Koramil Pakong dan Satpol PP dan Damkar Kabupaten
Pamekasan.

Dukungan Program yang dilakukan oleh Kecamatan Pakong telah
menunjang ketercapaian prosentase persentase jumlah pelanggaran
trantibum tertangani. Namun program ini masih bisa ditingkatkan agar
lebih difokuskan pada pencegahan konflik sehingga bisa mengurangi
konflik sosial yang terjadi.

Strategi yang akan dilakukan Kecamatan Pakong untuk
mempertahankan ketercapaian persentase jumlah pelanggaran trantibum
tertangani adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan Polsek Pakong,
Koramil Pakong dan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pamekasan.

2. Melakukan pendampingan dan pelatihan linmas desa agar dapat
mencegah potensi dan/atau konflik sosial yang terjadi.

Hasil penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum
merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas Kecamatan
Pakong dalam menangani potensi konflik dan pelanggaran yang terjadi di
masyarakat. Indikator ini diukur melalui Persentase Jumlah Potensi
dan/atau Konflik Sosial Tertangani dan Persentase jumlah pelanggaran
trantibum tertangani, yang mencakup aspek-aspek seperti kecepatan
respons, efektivitas mediasi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses
penyelesaian konflik.

Berdasarkan data yang ada, target penanganan konflik sosial dan

pelanggaran trantibum untuk tahun 2024 di Kecamatan Pakong adalah
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90%. Namun, realisasi penanganan konflik sosial pada tahun 2024
mencapai angka 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi
penanganan konflik tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan
sebesar +10 poin. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan dalam
efektivitas penanganan konflik sosial dibandingkan dengan ekspektasi

awal.

Tabel 3.8 Nilai Persentase Jumlah Potensi dan/atau Konflik Sosial

Tertangani Tahun 2022 s.d 2024

Persentase Jumlah Potensi dan/atau Konflik
NA NA 100%

Sosial Tertangani

Persentase jumlah pelanggaran trantibum
NA NA 100%

tertangani

Meskipun tidak ada data yang dapat dibandingkan secara
langsung dengan tahun lalu karena indikator yang berbeda, pencapaian
100% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kecamatan Pakong telah
berhasil dalam meningkatkan upaya penanganan konflik sosial.
Pencapaian ini menandakan bahwa Kecamatan Pakong tidak hanya
berhasil dalam menangani konflik yang ada, tetapi juga menunjukkan
keberlanjutan dalam upaya penyelesaian masalah sosial yang berkualitas.
Dengan pencapaian ini, Kecamatan Pakong berencana untuk menetapkan
target jangka Panjang dengan mempertahankan nilai yang ada, yaitu
100%.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian
maksimal nilai kinerja ini antara lain optimalisasi mekanisme mediasi
yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga terkait, serta penguatan
sistem informasi untuk memantau dan menganalisis potensi konflik
secara real-time. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses

penyelesaian konflik juga menjadi salah satu kunci keberhasilan, di mana
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masyarakat merasa memiliki andil dalam menjaga ketertiban dan
keamanan di lingkungan mereka.

Realisasi penanganan konflik sosial yang baik juga
mencerminkan pengelolaan sumber daya yang efektif. Kecamatan Pakong
mampu mencapai angka 100% karena memiliki sistem manajemen yang
baik, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran, sumber daya manusia,
dan teknologi. Pengelolaan yang efisien ini memungkinkan Kecamatan
Pakong untuk memberikan respons yang optimal terhadap potensi konflik
tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Adapun program yang membantu menunjang pencapaian
sasaran adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
memiliki peran yang krusial dalam mendukung sasaran peningkatan
penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di tingkat
kecamatan. Salah satu fungsi utama dari program ini adalah penguatan
kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial,
sehingga aparat pemerintah dapat bertindak lebih tegas dan terarah.
Selain itu, program ini mendorong koordinasi yang lebih baik antara
berbagai lembaga dan unit kerja yang terlibat, memungkinkan pertukaran
informasi dan sumber daya secara efektif, sehingga respons terhadap

potensi konflik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

1 P
Gambar 3.7 Kordinasi Lintas Sektor
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Selain itu, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban
Umum juga memiliki peran yang mendukung. Dengan adanya program
ini, Kecamatan Pakong dapat mengoptimalkan penyelenggaraan urusan
pemerintahan, menyediakan fasilitas yang memadai, dan meningkatkan
efektivitas penanganan konflik sosial. Sehingga, Kecamatan Pakong dapat
memastikan bahwa masyarakat mendapatkan penanganan yang cepat,
tepat, dan efisien terhadap potensi konflik dan pelanggaran trantibum.
Dengan demikian, pencapaian dalam penanganan konflik sosial dan
pelanggaran trantibum di Kecamatan Pakong tidak hanya mencerminkan
keberhasilan dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga menunjukkan
komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi

masyarakat.

s 00

Gambar 3.8 Harmonisasi deng n to

an tokoh Masyarakat
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Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.9 Realisasi Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM) 100 00.391 99,90%

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari Kegiatan
Survey Kepuasan Masyarakat yaitu kegiatan pengukuran secara
komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas
layanan yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik dengan
tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-
masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk
mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh
unit pelayanan publik secara periodik. Seiring dengan kemajuan teknologi
dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara
pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam
melakukan pelayanan. Pedoman survei kepuasan masayarakat terhadap
pelayanan publik di kecamatan Pakong berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 14 Tahun 2017.
Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian Survey Kegiatan

Masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Kategori hasil penilaian Survey Kegiatan Masyarakat

1 >88,31 — 100,00 A Sangat Baik
2 >76,61 — 88,30 B Baik

3 >65,00 — 76,60 C Kurang Baik
4 >25,00 - 64,99 D Tidak Baik
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Pengolahan data survei ini dilakukan dengan metode Pengolahan
secara manual, metode yang kami gunakan dalam proses pengolahan data
dilakukan dengan menggunakan program komputer, yaitu dengan cara
entry data dan penghitungan indeks ke dalam program excel
menggunakan formula tertentu.

Dalam penyusunan SKM ini, teknik pengambilan sample sebagai

Penetapan Jumlah Responden menggunakan Rumus Krejcie dan Morgan

{AZ'N‘P'Q}

= {d*(N-1)+4%-P-Q}

Keterangan :

S = jumlah sampel

X2 = Faktor Pengali dengan dk=1

d = taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10% bisa 1%, 5%, 10%
N = populasi

P = Populasi Menyebar Normal

Q =0,25

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata
tertimbang” masing- masing unsur pelayanan. Dalam
penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 11 unsur
pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki

penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah Bobot 1
Bobot nilai rata — rata = — =0,091
Jumlah Unsur 11

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan
pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Total dari nilai persepsi per unsur
IKM = x Nilai

Penimbang
Total Unsur yang terisi
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Berdasarkan tabel diatas, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
dengan nilai 90,391 berada pada predikat A dengan interpretasi Sangat
Baik. Nilai ini mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 95,117
dengan predikat yaitu B.Dengan menggunakan sampel responden
sebanyak 16 Orang berikut hasil perhitungan sehinggak Nilai SKM

kecamatan Pakong mendapatkan nilai 90,391

RESPONDEN

UNSURIESPONDEN| ¢ | 2 | 3 | 4 | § | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12| 13 | 14 | 15 | 16 | Total | RataratalUnsur | Bobot | NilaiPersepsilinsur | Indeks |  Interpretesiindeks
Ut IR A R R 34375 0125 04296875
U2 IR A R 35625 012 04463125
U3 RN R 36875 012 04609375
U4 IR AR A R 34375 0125 04296875
Ub IR R 36875 0125 04609375 003
Us IR R R 36875 0125 04609375 .
U7 IR R AR R 34375 0125 04296875
Ug IR NN 3875 012 0484375
Ug 0 0 012 0

TOTAL 2812 3.6015625

Keterangan

lTotal [Jum\ahTotaInilaiunsur

\Rata-rata Tiap Unsur \Nilai Total unsur dibagi Jumlah Responden

‘Bobot ‘Nilai tertimbang masing-masing unsur yang diperoleh dari hasil 1 jumlah unsur (Dalam ha ini dibagi 21 unsur)

‘Nilai Persepsi per unsur{Jum\ah rata-rata iap unsur dikalikan nilai bobot

‘Indeks ‘jumlah nila persepsi semua unsur dikali 25

Keterangan :

Rata-rata unsur : Merupakan nilai rata-rata yang di dapat dari setiap

pertanyaan yang di jawab dari responden

Bobot : Merupakan nilai bobot pertanyaan yang ada di kuisoner
Nilai Persepsi : Merupakan Nilai Rata-rata Unsur * Bobot
Indeks : Merupakan Nilai Total Nilai Persepsi * 25 ( Yaitu Nilai
Toleransi Kesalahan)
Interprestasi : Merupakan nilai predikat yang di dapat dari nilai indeks
tersebut

Adapun Perbandingan Hasil survey kepuasan masyarakat 2022

s.d 2024 adalah sebagai berikut:

2022 2023 2024
Target | Realisasi Eaps Target | Realisasi Eapsas Target | Realisasi Sl
(%) (%) (%)
100 | 9316 | oa18% | 100 | 9T Jo97.24% | 100 | 99391 | 99.90%
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Terdapat Penurunan realisasi pada tahun 2024 jika dibandingkan

dengan tahun 2023, Hal ini disebabkan karena :

A.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam menyampaikan
informasi terkait persyaratan pemenuhan berkas Pelayanan.
Kemudahan akses bertanya baik online atau offline tentang
persyaratan maupun pelayanan apa saja yang dapat dilakukan di
Kecamatan.

Terdapat beberapa masalah Sasaran yang timbul dan yang

disebabkan oleh beberapa faktor, Hal ini disebabkan karena :

A.

Minimnya responden yang ada dikecamatan yang akan digunakan
untuk memuat Hasil Survey Masyarakat.

Kurangnya sumber daya manusia yang ada Seksi Pelayanan
mengakibatkan adanya beberapa orang yang merangkap pekerjaan.
Butuhnya sosialisasi untuk Perangkat Desa khususnya yang
menangani Pelayanan, sehingga format Surat Pelayanan yang
membutuhkan tanda tangan Camat memakai format yang baku dan

S€ragam.

Untuk meningkatkan ada beberapa Hal yang telah dilakukan

dalam rangka meningkatkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Kecamatan Pakong adalah :

1.

Menciptakan inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk
mengakses segala jenis informasi pelayanan yang ada di Kecamatan
Pakong.

Inovasi menggunakan Qr-Code, yang digunakan ketika Camat
melaksanakan Tugas Lapangan namun pelayanan tetap cepat dan
gratis, sehingga Qr-Code Menjadi solusi untuk permasalahan
tersebut, Oleh karena itu nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

turun disebabkan karena ada inovasi Qr-Code Tersebut

. Melakukan evaluasi terhadap segala jenis pengaduan yang terjadi di

Pelayanan Kecamatan Pakong.
Meningkatkan Kualitas SDM baik ketika menyampaikan informasi

dan dalam penggunaan Software yang ada.

50



5. Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka
meningkatkan pencapaian kinerja Kecamatan Pakong untuk Hasil
Survey Kepuasan Masyarakat 2024, diantaranya :

1. Melakukan teguran terhadap petugas pelayanan yang terkadang
masih belum ramah terhadap masyarakat.

2. Melakukan evaluasi berkala per-semester.

Persy Yaryg d kan untuk
\ S \ Pandaftacan Akte Kelshioan
> P SATAN RALPATIN PAMS bt - ! 1. Forncopy KK
] ,Pg; RECAW SOMALARG 3 ““% 2. Burat Rekomendas| dar desa
=) YEPALA DESA ‘ gg%u— E 3 Njozan Terskhe Bapak dun e
- A0 — ; s 4 Fotncopy Surm Nkah
T et — - foto stou dstong langsung ke Kecamatan
pakonsg. k P

untuk dinsur deogun Surst Pengante o
Bagian Pelaynnan Kocamatan Pakong

Terima Koo,

o Y.
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D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

diuraikan sebagai berikut :

No. | Program/Kegiatan Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH 1.629.029.925,00 (1.531.457.140,00 94.01%
KABUPATEN/KOTA
1 Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 84,101,174.00 74,928,000.00 89.09%
Daerah
2 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 1,501,822,632.00 | 1,478,174,496.00 98.43%
3 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 50,000,000.00 16,661,530.00 33.32%
4 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 37,752,000.00 21,139,000.00 55.59%
5 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 65,946,816.00 33,664,737.00 51.05%
Pemerintah Daerah
6 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 105,200,000.00 94,787,572.00 90.10%
7 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 66,637,119.00 29,137,000.00 43.72%
Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 15,000,000.00 14,572,100.00 97.15%
PUBLIK
8 Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di 5,000,000.00 4,999,800.00 100%
Tingkat Kecamatan
9 Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang ada di 10,000,000.00 9,572,300.00 95.72%
Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
IMASYARAKAT DESA DAN 38,584,000.00 38,518,800.00 99.83%
KELURAHAN
10 | Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa 38,584,000.00 38,518,800.00 99.83%
PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 38,584,000.00 38,518,800.00 99.83%
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UMUM

11 | Koordinasi Upaya

Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Ketenteraman 223,192,960.00 192,430,100.00 86.22%
dan Ketertiban Umum
[PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM (o] (o] 0%
12 | Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan UmumSesuai 0] 0] 0%
Penugasan Kepala Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40,451,200.00 40,451,200.00 100%
13 Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan 40,451,200.00 40,451,200.00 100%

Realisasi anggaran yang ada di Program Penyelenggaraan

Urusan Pemeritahan Umum mempunyai nilai realisasi yang

kosong dikarenakan ada kegiatan yang di refucusing.
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E.

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam

rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

disajikan pada tabel berikut :

No.

Tujuan/Sasaran

Indikator Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

Capaian
%

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

Capaian
%

Tingkat
Efisiensi

Mendorong
Tumbuhnya
Desa
Mandiri/ Maju
/Tematik di
Wilayah
Kecamatan
Pakong

100%

200%

12

200%

79.035.20
0

78.970.00
0

100%

0%

Meningkatnya
penanganan
konflik sosial
dan
pelanggaran
trantibum di
wilayah
Kecamatan
Pakong

100%

100%

100%

223,192,9
60

192,430,1
00

86,22%

14%

Meningkatny
a kualitas
pelayanan
publik
wilayah
Kecamatan

di

100%

90.391

99,90%

15,000,00
0

14,572,10
0

97.15%

3%

Pakong

Pencapaian kinerja dan anggaran tersebut sudah
teraliasasi meskipun masih ada faktor penghambat seperti
belum tersedianya kebijakan atau regulasi yang mengatur
reward dan punishment terhadap aparatur yang bertugas pada
unit pelayanan publik yang ada di pemerintah kabupaten
pamekasan.

dikehendaki masyarakat mencakup

Tujuan yang

pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tersebut, yaitu
ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien
dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya
diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam
arti mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan analisa efisien dan

efektiftas anggaran adalah untuk menganalisis efektifitas dan
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efisiensi pelaksanaan anggaran Kecamatan Pakong Kabupaten

Pamekasan.

F. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam

rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat

daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Anggaran TZ‘%“
No Program/ . Anggaran Realisasi . i
kegiatan Target Realisasi | Capaian g8 Capaian Ef:lste
% (Rp.) (Rp.) % si
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
Perencanaan, 12 12
1 Penganggaran, dan Dokumen| pokumen 100% 84,101,174 74,928,000 | 89.09% 11%
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah ’
Administrasi
2 | Keuangan 1 OFD 1 OFD 100% | 1,501,822,632 |1,478,174,496 | 98.43% 2%
Perangkat Daerah
Administrasi 7o
3 Kepegawaian 5 Pegawai | 5 Pegawai 100% 50,000,000.00 | 16,661,530.00 | 33.32% °
Perangkat Daerah
Administrasi Umum
4 80 Sarana| 50 Sarana 48% 40%
Perangkat Daerah 37,752,000.00 |21,139,000.00 | 55.59%
Pengadaan Barang
Milik Daerah 5 2 o
5 Penunjang Urusan Unit Unit 60% 65,946,816.00 |33,664,737.00 | 51.05% 50%
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa .
6 | Penunjang Urusan 18 Jasa 18 Jasa 94%  1105,200,000.00 |94,787,572.00 | 90.10% | 07
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan
7 Barang Milik Daerah 9 5 Sarana 75% 66,637,119.00 |29,137,000.00 | 43.72% 60%
Penunjang Urusan Sarana
Pemerintahan Daerah
ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan 5,000,000.00 | 4,999,800.00 100%
8 | Kegiatan 100% 100% 100% 1%

Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
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Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan yang
Tidak Dilaksanakan
oleh Unit Kerja

100%

100%

100%

10,000,000.00

9,572,300.00

95.72%

4%

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN

Koordinasi
Pemberdayaan Desa

Kegiatan

100%

100%

100%

38,584,000.00

38,518,800.00

99.83%

1%

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

10

Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

100%

100%

100%

223,192,960.00

192,430,100.00

86.22%

14%

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

11

Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
UmumSesuai
Penugasan Kepala
Daerah

0%

0%

0%

0%

0%

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

12

Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi
Pembinaan

dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

100%

100%

100%

40,451,200.00

40,451,200.00

100%

0%
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BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pakong
Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban
tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance)
Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2024. Pembuatan
LKJIP merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 dapat
menggambarkan kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dan
Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan,
maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum capaian sasaran = strategis menunjukkan
perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum
mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa
indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan
aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan
civil society. Capaian kinerja Kecamatan Pakong Tahun 2024 dapat
dinyatakan “berhasil/tidak berhasil” Karena realisasi 2 dari 3 target

indikator kinerja sasaran strategis 100% dengan rincian :

Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak O target;
Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 target;

Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target: dan

> L0 b=

Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak O
target.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan
kegiatan pada Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam rangka

mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.659.568.999 sedangkan realisasi anggaran
mencapai Rp. 2,034,464,535.00, dengan demikian dapat dikatakan
tahun 2024 serapan anggaran sebesar 91.29% dan nilai efisiensi

anggaran sebesar 9%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Pakong
Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran
Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak
terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah
mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun

Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 31 Januari 2025

CAMAT PAKONG

@Bw?;&\ EN PAMEKASAN

\

‘\ dt,- b(
RIFKI2 SH
NIP. 19700211 199401 1 001

Pembina Tingkat I

Lampiran

SK Tim SAKIP Perangkat Daerah;

SK Penetapan Dokumen IKU;

Matrik Renstra 2024

PK Kepala PD dan Perubahannya Tahun 2024;
Monitoring dan Evaluasi Capaian Renja Tahun 2024.

kW=
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PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

KECAMATAN PAKONG

Jalan Raya Pakong No.75 Pamekasan 69352
Email. Kec.pakong@pamekasankab.go.id

KEPUTUSAN
CAMAT PAKONG
NOMOR : 002.6/ 56 /432.509/2024
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
(SAKIP) KECAMATAN PAKONG

Menimbang : a. Dalam rangka kelancaran proses pada pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Tata Kelola
Manajemen Perencanaan dan Keuangan Satuan Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, maka perlu
menetapkan Pelaksana Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan Kecamatan Pakong pada semua
sektor ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) perlu
ditetapkan Keputusan Camat Pakong tentang Pelaksana
Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Kecamatan Pakong.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023
Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2024-2026;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;

6. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Keputusan Camat Pakong Nomor : 002.6/ 56 /432.509/2024
Penetapan Pelaksana Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan Kecamatan Pakong.

Susunan Pelaksana Pelaksana Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan Kecamatan Pakong sebagaimana tersebut
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Camat Pakong;

Tugas dan Fungsi Aktor Pelaksana Tim Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Pakong, yaitu :

a. Melaksanakan Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Pakong
sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;

b. Berkoordinasi secara struktural dan fungsional;

c. Membuat Laporan secara periodik atas perkembangan
pemenuhan Dokumen SAKIP;

Keputusan Camat Pakong ini berlaku sejak tanggal 08 Februari
2024

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 08 Februari 2024

CAMAT PAKONG

/e P\“

i/ 1

g & -
:E Y A}gﬂ(’ l
o\ eA=—

\

\ >\1/va
SSAMERIFKI, S.H.
Penata Tingkat I
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NIP. 19700211 199401 1 001
LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN CAMAT PAKONG
NOMOR : 002.6/56/432.509/2024
TENTANG
PELAKSANA TIM SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (SAKIP)
KECAMATAN PAKONG

SUSUNAN PELAKSANA TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
(SAKIP) KECAMATAN PAKONG

NO JABATAN DALAM PANITIA KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1. Pembina Camat Pakong.
2.  Sekretaris Sekretaris Camat
3. Anggota subag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian
4. Anggota Kasubag Keuangan dan Asset
5. Anggota Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
6. Anggota Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Anggota Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan
Anggota Kasi Kesatuan Bangsa
Anggota Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa
10. Anggota Staf Sub Bagian Keuangan dan Asset
11. Anggota Staf Sub Bagian Perencanaan, Umum dan
Kepegawaian
===, CAMAT PAKONG
/ ;%\“ “ﬁ\ BUPATEN PAMEKASAN
VAL
1 '§;f--7@(w“ N L T
jwi® \a(’“

N\ >\,/th‘\ RIFKI, S.H.
=3 MEZ " Penata Tingkat I
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MATRIK RENSTRA

) ) PROGRAM 79,80 80,00 81,00 Rp. 82,00 82,00 Kecamat
1 1 PENUNJANG (BB) A) Rp1.719.285.12 A) 1.738.963.68 A) Rp1.793.252.59 (A) Rp1.793.252.59 n Pakong an
URUSAN 5 5 4, 4, Pakong
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Kecamata Kecamat
n Pakong an
Pakong
Nilai Sakip
Kecamata Kecamat
n Pakong an
Pakong
Kecamata Kecamat
n Pakong an
Pakong
] ] 2,0 Perencanaan, Jumlah 6 6 Rp 6 Rp 6 Rp 6 Rp Kecamata Kecamat
1 1 1 Penganggaran, dan perencanaan, Dokumen Dokum 37.161.174,00 Dokum 40.000.000,00 Dokum 40.000.000,00 Dokum 40.000.000,00 n Pakong an
Evaluasi Kinerja penganggaran dan en en en en Pakong
Perangkat Daerah evaluasi kinerja
yang disusun
tepat waktu
0 0 2,0 0 Penyusunan Jumlah Dokumen 6 6 Rp 6 Rp 6 Rp 6 Rp Kecamata Kecamat
1 1 1 1 Dokumen Perencanaan Dokumen Dokum 32.161.174,00 Dokum 35.000.000,00 Dokum 35.000.000,00 Dokum 35.000.000,00 n Pakong an
Perencanaan Perangkat Daerah en en en en Pakong
Perangkat Daerah yang tersusun
0 0 2,0 0 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan 0 4 Rp 4 Rp 4 Rp 4 Rp Kecamata Kecamat
1 1 1 7 Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Dokumen Dokum 5.000.000,00 Dokum 5.000.000,00 Dokum 5.000.000,00 Dokum 5.000.000,00 n Pakong an
Perangkat Daerah en en en en Pakong
o o 2,0 Admini i Jumlah unit kerja 1 Unit 1 Unit Rp 1 Unit Rp 1 Unit Rp 1 Unit Rp Kecamata Kecamat
1 1 2 Keuangan yang menyusun Kerja OPD Kerja 1.477.123.955,8 Kerja 1.483.285.683 Kerja 1.493.252.594,2 Kerja 1.493.252.594,2 n Pakong an
Perangkat Daerah perencanaan dan OPD 7 OPD 77 OPD 8 OPD 8 Pakong
laporan kinerja
keuangan dengan
kualitas baik
0 0 2,0 0 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 15 ASN 15 ASN Rp 15 ASN Rp 15 ASN Rp 15 Rp Kecamata Kecamat
1 1 2 1 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 1.447.123.955,8 1.453.285.683 1.463.252.594,2 ASN 1.463.252.594,2 n Pakong an
Tunjangan ASN 7 77 8 8 Pakong
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0 0 2,0 0 12 Bulan 12 Rp 12 Rp 12 Rp 12 Rp Kecamata Kecamat
1 1 2 3 Pelaksanaan Jumlah Bulan 30.000.000,00 Bulan 30.000.000,00 Bulan 30.000.000,00 Bulan 30.000.000,00 n Pakong an
Penatausahaan dan penatausahaan dan Pakong
Pengujian/ Verifikasi Pengujian/Verifikas
Keuangan SKPD i Keuangan SKPD
o o 2,0 Administrasi Jumlah ASN yang 10 ASN 15 ASN Rp 15 ASN Rp 15 ASN Rp 15 Rp Kecamata Kecamat
1 1 5 Kepegawaian terfasilitasi 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 ASN 20.000.000,00 n Pakong an
Perangkat Daerah Pakong
0 0 2,0 0 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket 0 Paket 0 Paket Rp 0 Rp 1 Rp 1 Rp Kecamata Kecamat
1 1 5 2 Dinas Beserta Pakaian Dinas - Paket - Paket 10.000.000,00 Paket 10.000.000,00 n Pakong an
Atribut beserta Atribut Pakong
Kelengkapannya Kelengkapan
0 0 2,0 0 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 5 Pegawai 5 Rp 0 Rp 6 Rp 6 Rp Kecamata Kecamat
1 1 5 9 Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pegawa 10.000.000,00 Paket 10.000.000,00 Pegawa 10.000.000,00 Pegawa 10.000.000,00 n Pakong an
Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang i i i Pakong
dan Fungsi Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
o o 2,0 Administrasi Umum Jumlah sarana 60 Sarana 80 Rp 90 Rp 90 Rp 90 Rp Kecamata Kecamat
1 1 6 Perangkat Daerah yang layak fungsi Sarana 25.000.000,00 Sarana 30.000.000,00 Sarana 35.000.000,00 Sarana 35.000.000,00 n Pakong an
Pakong
0 0 2,0 0 Penyediaan Jumlah Paket 15 Buah 15 Rp 20 Rp 20 Rp 20 Rp Kecamata Kecamat
1 1 6 2 Peralatan dan Peralatan dan Buah 10.000.000,00 Buah 10.000.000,00 Buah 15.000.000,00 Buah 15.000.000,00 n Pakong an
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Pakong
Kantor yang
Disediakan
0 0 2,0 0 Penyediaan Barang Jumlah Paket 1000 1000 Rp 1200 Rp 1200 Rp 1200 Rp Kecamata Kecamat
1 1 6 5 Cetakan dan Barang Cetakan Barang Barang 10.000.000,00 Barang 15.000.000,00 Barang 15.000.000,00 Barang 15.000.000,00 n Pakong an
Penggandaan dan Penggandaan Pakong
yang Disediakan
0 0 2,0 0 Penyelenggaraan Jumlah Laporan 8 Kali 12 Kali Rp 12 Kali Rp 12 Kali Rp 12 Kali Rp Kecamata Kecamat
1 1 6 9 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 n Pakong an
dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi Pakong
dan Konsultasi
SKPD
o o 2,0 Pengadaan Barang Jumlah prasarana 5 Unit 0 Unit Rp 0 Unit Rp 10 Rp 10 Rp Kecamata Kecamat
1 1 7 Milik Daerah yang layak fungsi 20.000.000,00 20.678.000,00 Unit 45.000.000,00 Unit 45.000.000,00 n Pakong an
Penunjang Urusan Pakong
F intah Daerah
0 0 2,0 0 Pengadaan Jumlah Unit 1 Unit 0 Unit Rp 2 Unit Rp 2 Unit Rp 2 Unit Rp Kecamata Kecamat
1 1 7 1 Kendaraan Kendaraan - - - - n Pakong an
Perorangan Dinas Perorangan Dinas Pakong
atau Kendaraan atau Kendaraan
Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang
Disediakan
0 0 2,0 0 Pengadaan Jumlah Unit 0 Unit 1 Unit Rp 1 Unit Rp 1 Unit Rp 1 Unit Rp Kecamata Kecamat
1 1 7 2 Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas 20.000.000,00 - 20.000.000,00 20.000.000,00 n Pakong an
Operasional atau Operasional atau Pakong
Lapangan Lapangan yang
Disediakan
0 0 2,0 0 Pengadaan Mebel Jumlah Paket 0 Unit 0 Unit Rp 2 Rp 10 Rp 10 Rp Kecamata Kecamat
1 1 7 5 Mebel yang - Paket - Unit 10.000.000,00 Unit 10.000.000,00 n Pakong an
Disediakan Pakong
0 0 2,0 0 Pengadaan Peralatan Jumlah Unit 4 Unit 0 Unit Rp 2 Unit Rp 4 Unit Rp 4 Unit Rp Kecamata Kecamat
1 1 7 6 dan Mesin Lainnya Peralatan dan - 20.678.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 n Pakong an
Mesin Lainnya yang Pakong
Disediakan
o o 2,0 Penyediaan Jasa Jumlah jasa 13 Jasa 18 Jasa Rp 18 Jasa Rp 18 Jasa Rp 18 Rp Kecamata Kecamat
1 1 8 Penunjang Urusan penunjang urusan 95.000.000,00 95.000.000,00 100.000.000,00 Jasa 100.000.000,00 n Pakong an
Pemerintahan pemerintahan Pakong
Daerah yang disediakan
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0 0 2,0 0 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 Bulan 12 Rp 12 Rp 12 Rp 12 Rp Kecamata Kecamat
1 1 8 2 Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa Bulan 10.000.000,00 Bulan 10.000.000,00 Bulan 10.000.000,00 Bulan 10.000.000,00 n Pakong an
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Pakong
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan
0 0 2,0 0 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 6 Jasa 7 Jasa Rp 7 Jasa Rp 7 Jasa Rp 7 Jasa Rp Kecamata Kecamat
1 1 8 4 Pelayanan Umum Penyediaan Jasa 85.000.000,00 85.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 n Pakong an
Kantor Pelayanan Umum Pakong
Kantor yang
Disediakan
] ] 2,0 Pemeliharaan Jumlah pengadaan 9 Barang 11 Rp 14 Rp 14 Rp 14 Rp Kecamata Kecamat
1 1 9 Barang Milik Barang Milik Barang 55.000.000,00 Barang 60.000.000,00 Barang 60.000.000,00 Barang 60.000.000,00 n Pakong an
Daerah Penunjang Daerah Pakong
Urusan
Pemerintahan
Daerah
0 0 2,0 0 Penyediaan Jasa Jumlah Jasa 2 Unit 2 Unit Rp 2 Unit Rp 2 Unit Rp 2 Unit Rp Kecamata Kecamat
1 1 9 1 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 n Pakong an
Pemeliharaan, Pajak, Biaya Pakong
dan Perizinan Pemeliharaan,
Kendaraan Dinas Pajak, dan
Operasional atau Perizinan
Lapangan Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
disediakan
0 0 2,0 0 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 5 Jenis 5 Jenis Rp 5 Jenis Rp 5 Jenis Rp 5 Rp Kecamata Kecamat
1 1 9 6 Peralatan dan Mesin dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Jenis 5.000.000,00 n Pakong an
Lainnya yang Dipelihara Pakong
0 0 2,0 0 Pemeliharaan/Rehab Jumlah Gedung 1 Unit 1 Unit Rp 1 Unit Rp 1 Unit Rp 1 Unit Rp Kecamata Kecamat
1 1 9 9 ilitasi Gedung Kantor Kantor dan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 n Pakong an
dan Bangunan Bangunan Lainnya Pakong
Lainnya yang
Dipelihara/Direhab
ilitasi
0 0 2,0 1 . 1 Unit 1 Unit R 1 Unit R 1 Unit R 1 Unit R Kecamata Kecamat
1 1 9 o | Pemeliharaan/Rehab | Jumlah Sarana dan 1014)0004000,00 10?000.000,00 10?000.000,00 10?000.000,00 n Pakong an
ilitasi Sarana dan Prasarana Rumah
Pakong
Prasarana Gedung atau Bangunan
Kantor atau Lainnya yang
Bangunan Lainnya dipelihara

PROGRAM
PENYELENGGARAA
N PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN
PUBLIK

Persentase
Layanan Publik
ditingkat
Kecamatan, Desa/
Kelurahan yang
Disosialisasikan di
Seluruh Desa/
Kelurahan

Rp
10.000.000,00

Rp
10.000.000,0
o

100%

Rp
15.000.000,00

100%

Rp
15.000.000,00

n Pakong

Kecamat
an
Pakong

Tingkat Waktu
Penyelesaian
Layanan Publik di
Tingkat
Kecamatan

3,65

3,75

Rp
10.000.000,00

3,85

Rp
10.000.000,0
o

4,00

Rp
10.000.000,00

4,00

Rp
10.000.000,00

Kecamata
n Pakong

Kecamat

an
Pakong
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o o 2.0 Koordinasi persentase 0% 90% Rp 95% Rp 100% Rp 100% Rp Kecamata Kecamat
1 2 1 Penyelenggaraan Kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 n Pakong an
Kegiatan Pemerintahan Pakong
Pemerintahan di yang sesuai
Tingkat K dengan p
daerah dan
instansi vertikal
terkait
0 0 2.0 0 Koordinasi/Sinergi Jumlah Koordinasi 0 Kali 12 Kali Rp 12 Kali Rp 12 Kali Rp 12 Kali Rp Kecamata Kecamat
1 2 1 1 Perencanaan dan Perencanaan dan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 n Pakong an
Pelaksanaan Pelaksanaan Pakong
Kegiatan Kegiatan
Pemerintahan Pemerintahan
dengan dengan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
dan dan
Instansi Vertikal Instansi Vertikal
Terkait Terkait yang
dilaksanakan
0 0 2.0 0 peningkatan jumlah kegiatan 0 Kali 12 Kali Rp 12 Kali Rp 12 Kali Rp 12 Kali Rp Kecamata Kecamat
1 2 1 2 Efektifitas kegiatan pemerintahan - - 5.000.000,00 5.000.000,00 n Pakong an
pemerintahan di kecamatan yang Pakong
tingkat kecamatan efektif
o o 2.0 Penyelenggaraan persentase Urusan 0% 80% Rp 90% Rp 95% Rp 95% Rp Kecamata Kecamat
1 2 2 Urusan Pemerintahan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 n Pakong an
Pemerintahan yang yang tidak Pakong
tidak Di k i kan oleh
oleh Unit Kerja Unit Kerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
yang ada di yang ada di
K K yang
diselenggarakan
0 0 2.0 0 Fasilitasi Percepatan Jumlah Fasilitasi 0% 2 kali Rp 2 kali Rp 2 kali Rp 2 kali Rp Kecamata Kecamat
1 2 2 2 Pencapaian Standar Percepatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 n Pakong an
Pelayanan Minimal Pencapaian Standar Pakong
di Wilayah Pelayanan minimal
Kecamatan diwilayah
Kecamatan
0 0 2.0 0 Peningkatan Jumlah 0% 12 Kali Rp 12 Kali Rp 12 Kali Rp 12 Kali Rp Kecamata Kecamat
1 2 2 3 Efektifitas Pelaksanaan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 n Pakong an
Pelaksanaan Pelayanan Pakong
Pelayanan masyarakat yang
kepada Masyarakat ditingkatkan

di
Wilayah Kecamatan

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM

Efektifitasnya

Persentase
pelanggaran
terhadap
ketentraman dan
ketertiban umum
di wilayah
kecamatan yang
tertangani

Rp
25.000.000,00

Rp
30.000.000,0
o

Rp
40.000.000,00

Rp
40.000.000,00
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o o 7.0 Koordinasi Upaya persentase 86% 90% Rp 95% Rp 100% Rp 100% Rp Kecamata Kecamat
1 4 1 y peny 25.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 n Pakong an
Ketenteraman dan ketentraman dan Pakong
Ketertiban Umum ketertiban umum
di kecamatan yang
terfasilitasi
0 0 7.0 0 Harmonisasi Jumlah kegiataan 6 Kegiatan 12 Rp 12 Rp 12 Rp 12 Rp Kecamata Kecamat
1 4 1 2 Hubungan Dengan harmonisasi yang Kegiata 25.000.000,00 Kegiata 30.000.000,00 Kegiata 40.000.000,00 Kegiata 40.000.000,00 n Pakong an
Tokoh Agama dan diselenggarakan n n n n Pakong
Tokoh Masyarakat
] ] PROGRAM Persentase 0% 85% Rp 90% Rp 95% Rp 95% Rp Kecamata Kecamat
1 5 PENYELENGGARAA potensi/konflik 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 n Pakong an
N URUSAN sosial di wilayah Pakong
PEMERINTAHAN kecamatan yang
UMUM tertangani
] ] 2.0 Penyelenggaraan persentase 0% 85% Rp 90% Rp 95% Rp 95% Rp Kecamata Kecamat
1 5 1 Urusan masyarakat desa 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 n Pakong an
P intahan yang Pakong
Umum sesuai mendapatkan
Penugasan Kepala pembinaan
Daerah mengenai
wawasan
kebangsaan
0 0 2.0 0 Fasilitasi, koordinasi Jumlah Faslitasi, 0 Kali 0 Kali Rp 0 Kali Rp 1 Kali Rp 1 Kali Rp Kecamata Kecamat
1 5 1 2 dan pembinaan Pembinaan - - 5.000.000,00 5.000.000,00 n Pakong an
(Bimtek, Sosialisasi wawasan Pakong
dan konsultasi) Kebangsaan dan
wawasan ketahanan nasional
kebangsaan dan
ketahanan nasional
0 0 2.0 0 Pelaksanaan tugas Jumlah tugas 0 kali 4 Kali Rp 4 Kali Rp 4 Kali Rp 4 Kali Rp Kecamata Kecamat
1 5 1 8 Forum Koordinasi Forum Koordinasi 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 n Pakong an
pimpinan di Pimpinan yang Pakong

kecamatan

PROGRAM

dilaksanakan

Persentase

Rp

Rp

100%

Rp

100%

Rp

Kecamat

PEMBERDAYAAN lembaga 10.000.000,00 10.000.000,0 10.000.000,00 10.000.000,00 n Pakong an
MASYARAKAT kemasyarakatan o Pakong
DESA DAN desa/kelurahan
KELURAHAN aktif
] ] 2.0 Koordinasi 94% 95% Rp 97% Rp 100% Rp 100% Rp Kecamata Kecamat
1 3 1 Kegiatan Koordinasi dan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 n Pakong an
Pemberd Desa kegi Pakong
pemberdayaan
Desa
0 0 2.0 0 Peningkatan 1 Kegiatan 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp Kecamata Kecamat
1|3 1 1 | Ppartisipasi Jumlah partisipasi kegiata | 5.000.000,00 Kegiata | 5.000.000,00 Kegiata | 5.000.000,00 Kegiata | 5.000.000,00 n Pakong an
Masyarakat dalam Kelompok n n n n Pakong
Forum Musyawarah masyarakat Desa
Perencanaan dalam forum
Pembangunan di Musrembangdes
Desa
0 0 2.0 0 Peningkatan Jumlah Kegiatan 8 Kali 12 Kali Rp 12 Kali Rp 12 Kali Rp 12 Kali Rp Kecamata Kecamat
1 3 1 3 Efektifitas Pemberdayaan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 n Pakong an
Kegiatan kelompok Pakong
Pemberdayaan masyarakat desa
Masyarakat di yang meningkat
Wilayah efektifitasnya
Kecamatan
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o o PROGRAM Persentase desa 95% 95% Rp 97% Rp 100% Rp 100% Rp Kecamata Kecamat
1 6 PEMBINAAN DAN yang dibina dan 10.000.000,00 39.000.000,0 20.000.000,00 20.000.000,00 n Pakong an
PENGAWASAN diawasi o Pakong
PEMERINTAHAN pelaksanaan
DESA pemerintahan
desanya
Persentase 95% 95% Rp 97% Rp 100% Rp 100% Rp Kecamata Kecamat
rekomendasi hasil 10.000.000,00 39.000.000,0 20.000.000,00 20.000.000,00 n Pakong an
pengawasan yang o Pakong
ditindaklanjuti
oleh desa
o o 2.0 Fasilitasi, persentase desa 95% 95% Rp 97% Rp 100% Rp 100% Rp Kecamata Kecamat
1 6 1 Rekomendasi dan yang mendapatkan 10.000.000,00 39.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 n Pakong an
Koordinasi fasilitasi mengenai Pakong
Pembinaan dan penyelenggaraan
Pengawasan pemerintahan
Pemerintahan Desa Desa
0 0 2.0 0 Fasilitasi Jumlah 1 Kali 1 Kali Rp 1 Kali Rp 1 Kali Rp 1 Kali Rp Kecamata Kecamat
1 6 1 3 Pengelolaan Pengelolaan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 n Pakong an
Keuangan Desa dan Keuangan Desa dan Pakong
Pendayagunaan Aset Pendayagunaan
Desa Aset Desa yang
tersusun dengan
baik
0 0 2.0 0 Fasilitasi Jumlah fasilitasi 0 Kali 0 Kali Rp 1 Kali Rp 1 Kali Rp 1 Kali Rp Kecamata Kecamat
1 6 1 5 Pelaksanaan pelaksanaan tugas - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 n Pakong an
Tugas Kepala Desa kepala desa dan Pakong
dan perangkat desa
Perangkat Desa yang dilaksanakan
0 0 2.0 0 Fasilitasi Jumlah Desa yang 0 Desa 0 Desa Rp 8 Desa Rp 0 Desa Rp 0 Desa Rp Kecamata Kecamat
1 6 1 6 Pelaksanaan melakasanakan - 24.000.000,00 - - n Pakong an
Pemilihan Kepala Pemilihan Kepala Pakong
Desa Desa yang
difasilitasi
0 0 2.0 1 Koordinasi Jumlah Koordinasi 0 Desa 12 Rp 12 Rp 12 Rp 12 Rp Kecamata Kecamat
1 6 1 7 Pendampingan Desa Pendampingan di Desa 5.000.000,00 Desa 5.000.000,00 Desa 5.000.000,00 Desa 5.000.000,00 n Pakong an
di wilayahnya Desa yang Pakong
terlaksana
0 0 2.0 0 Rekomendasi Jumlah dokumen 0 12 Rp 12 Rp 12 Rp 12 Rp Kecamata Kecamat
1 6 1 8 Pengangkatan dan Rekomendasi Dokumen Dokum - Dokum - Dokum 5.000.000,00 Dokum 5.000.000,00 n Pakong an
Pemberhentian pengangkatan dan en en en en Pakong
Perangkat Desa pemberhentian

perangkat desa
yang disusun
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PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PAKONG

Alamat : Jl. Raya Pakong No. 75

KEPUTUSAN
CAMAT PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188/4/432.509/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN

CAMAT PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peratura
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikatc
Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pad
pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surs
Keputusan Camat Pakong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaa
Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sister
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Mente:
Pendayagunaan Aparatur Negara dan

4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 201
tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tat
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daera
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

S. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupate
Pamekasan Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Keputusan Camat Pakong tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Pakong Kabupaten
Pamekasan.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja
yang digunakan oleh Kecamatan Pakong Kabupaten
Pamekasan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun
dokumen  penetapan  kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada
Indikator Kinerja  Strategis Pemerintah Kabupaten
Pamekasan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
di

Pada tanggal : 4 Jauari 2024

Pamekasan

SSSSS“RIFKI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19700211 199401 1 001
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Lampiran : Keputusan Camat Pakong

Nomor

Tanggal

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN

188/4/432.509/2024
. 4 Januari 2024

KINERJA UTAMA

INDIKATOR
KINERJA UTAMA

PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Mendorong
Tumbuhnya

Desa Mandiri/Maju/Tematik di
Wilayah

Kecamatan

Pakong

Jumlah Desa
Mandiri

Definisi :

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai
ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar
yang mencukupi, infrastruktur yang memadai,
aksesibilitas/transportasi  yang  tidak  sulit,
pelayanan umum yang bagus, serta
penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat
baik.

Rumus hitung :

Jumlah Desa yang memiliki Indeks Desa
Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.

IDM

(Indeks Desa
Membangun)

Seksi Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa
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Jumlah Desa
Tematik

Definisi :

Desa tematik adalah sebuah desa yang didesain dan
dikembangkan dengan tema tertentu, seperti desa
budaya, desa peternakan, atau desa pariwisata

Rumus hitung :

Jumlah Desa yang dikembangkan dengan tema
tertentu terkait pengembangan ekonomi
desa meliputi desa budaya, desa peternakan, atau
desa wisata, esa UMKM dan desa perikanan

Laporan Kecamatan

Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Meningkatnya
penanganan
konflik sosial

dan pelanggaran
trantibum di
wilayah Kecamatan

Pakong

Persentase jumlah
potensi dan/atau
konflik

sosial tertangani

Definisi :

Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota
masyarakat yang Dbersifat menyeluruh dalam
kehidupan.

Rumus hitung :
Jumlah Konflik sosial yang tertangani

/ jumlah seluruh konflik x 100%

Laporan Kecamatan

Seksi Kesatuan Bangsa

Persentase jumlah

Pelanggaran
trantibum

tertangani

Definisi :

Pengamanan kegiatan, wilayah dan masyarakat
dalam rangka mencegah gangguan ketertiban
termasuk kantor dan rumah jabatan Camat

Rumus hitung :

Jumlah  penyelenggaraan  ketentraman dan
ketertiban umum yang difasilitasi/ Jumlah seluruh
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum x 100 %

Laporan Kecamatan

Seksi Ketentraman dan
Ketertiban

Meningkatnya kualitas pelayanan
publik di wilayah

Hasil Survei
Kepuasan

Definisi :

Laporan Kecamatan

Seksi Pemerintahan dan
Pelayanan Publik

71




Kecamatan Masyarakat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif
Pakong tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas
layanan yang diberikan oleh penyelenggara
pelayanan publik

Rumus hitung :

Nilai interval konversi (NIK), mutu
Pelayanan, dan kinerja unit pelayanan
sebagai berikut :

1. 25,00 - 64,99 D (Tidak baik);

2. 65,00 - 76,60 C (Kurang baik);

3. 76,61 - 88,30 B (Baik);

4. 88,31 - 100,00 A (Sangat baik).

RIFKI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19700211 199401 1 001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIFKI, S.H.

Jabatan : Camat Pakong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASRUKIN, S.Sos., M.Si.

Jabatan : PJ. Bupati Pamekasan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 08 Januari 2024

Pihdlk Kedua, Pihak Pertama,
—_— ;}L T
MASRUKIN, S.Sos., M.Si. RIFKI, S.H.
NIP. 19691104 199003 1 005 NIP. 19700211 199402 1 001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH

Tujuan
No. Indikator Kinerja Target
Sasaran Kinerja
(1) (2) (4) (5)
Jumlah Desa Mandiri 1
1. | Mendorong Tumbuhnya Desa
Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah
Kecamatan Pakong Jumlah Desa Maju 4
Jumlah Desa Tematik 6
Persentase jumlah potensi
) i dan/atau konflik sosial 85%
Meningkatnya penanganan konflik .
. . tertangani
2. | sosial dan pelanggarab trantibum
di wilayah Kecamatan Pakong .
Persentase jumlah
pelanggaran trantibum 95%
tertangani
3. | Meningkatnya kualitas pelayanan Hasil Survey Kepuasan 3,75

publik di wilayah kecamatan
Pakong

Masyarakat
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PROGRAM ANGGARAN KET.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH Rp 1.992.759.071 APBD
KABUPATEN/KOTA
9 PROGRAM PENYELENGGARAAN
" | PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Rp 25.000.000 APBD
PUBLIK
3 PROGRAM PEMBERDAYAAN
" | MASYARAKAT DESA DAN Rp 25.000.000 APBD
KELURAHAN
4 PROGRAM KOORDINASI
" | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Rp 597.010.000 APBD
UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN
5 | URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Rp 4.999.928 APBD
6 PROGRAM PEMBINAAN DAN
" | PENGAWASAN PEMERINTAHAN Rp 14.080.000 APBD
DESA
JUMLAH Rp 2.659.568.999
Pamekasan, 08 Januari 2024
Pihakfl[Kedua, Pihak Pertama,
— ;}L T
MASRUKIN, S.Sos., M.Si. RIFKI, S.H.

NIP. 19691104 199003 1 005 NIP. 19700211 199402 1 001

75




Formulir E-81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Pamekasan

Periode Pelaksanaan 2024

s T2t . Tingkat .
Target Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Realisasi g;nili(:: Unit
Target Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Capaian Kifner'a Peran
Rensgtra Renstra dan Kinerja dan Kinerja danJ Kat
Program/K Indikato Perangkat Perangkat Anggaran dan Anggara dan Anggaran 1§aera
No e iagtan/Su r Sat Da:ih Daerah Kinerja Anggaran n Renja Anggaran Regfstra h Keterangan
bgke iatan Kinerja uan ada sampai Renja 1 big hiig v Renja Perangl Renstra Perangka an, €
&t o Tl;hun dengan Perangkat Perangkat at Perangkat ¢ Da::fah b’; it agn
2026 Tahun Daerah Daerah Daerah Daerah an. ungi
2023 Tahun yang yang yang dinalng.a s gfw:g'
Berjalan dievaluasi dievalua dievaluasi i
si
F F.
_ 13=12 _ y Pen
5 6 7 8 ° 10 11 i /7x 14=12+6 ésx‘ul’go/{’ Fon | gha
1 2 3 4 100% 16 mba
ong €
k Rp k ’ Rp k ’ Rp k ’ Rp k | Rp k | Rp k ‘ Rp k ‘ Rp k ‘ Rp k ‘ Rp k Rp 17 18
KECAMATAN PAKONG
PROGRAM
PENUNJAN
G URUSAN 10 94 1 19
07.01. PEMERINTA Nilai Nila 8 5,251, 7 8 1,911, 1 241,1 3 542,6 3 481,4 1 531,9 8 1,797, 0 0 5 1,797, 3.9 34. _
01 HAN Sakip i 2 501,4 9 - 0 459,7 19,71 0 91,58 0 44,34 0 17,68 0 173,3 % 2 9 173,3 0/ 22
DAERAH 06.00 41.00 4.00 8.00 6.00 7.00 35.00 ° o 35.00 ° %o
KABUPATE %
N/KOTA
Perencanaa
n,
Penganggar
8?310 an, dan Nilai Nila 8 117,1 7 8 84,10 1 2 10,64 2 4,920 3 59,36 3 74,92 3; Sg é 74,92 21?) 63. _
1 - Evaluasi Sakip i 2 61,17 9 - 0 1,174. 0 - 0 3,000 0 ,000. 0 5,000 0 8,000. (y '9 9 8,000. 3;y 95
Kinerja 4.00 00 .00 00 .00 00 S I 00 %
%
Perangkat
Daerah
Jumlah
Dokume
Penyusuna n
Perenca Do
0701 | nDokumen | ., ku 102,1 79,10 10,64 2,720 57,16 7052 | 10| 8| 1| 7052 | 20 | e9.
01.2.0 Perencanaa 6 6 6 0 2 2 2 6 0 1 -
1.0001 P Kat Perangk me 61,17 - 1,174. - 3,000 ,000. 5,000 8,000. % 6 2 8,000. 0% 04
: nrerangkat | at n 4.00 00 .00 00 .00 00 ° 00 %
Daerah Daerah %
yang
tersusun
. Jumlah
Evaluasi Do
07.01 | yineria Laporan | 15,00 5,000, 2,200 2,200 4,400, | 10 4,400, | 10 | 29.
01:2.0 | perangk Evaluasi * | o,000. | © 41 o000 | 1 1 1] “o00. | | 000. | % | oooo| O | 88 | * | cooo | 0% | 33 |-
1.0007 erangkat Kinerja me POV - : - - O O : % | % : o
Daerah Perangk n 00 0 00 00 0 0 Y%

76




at
Daerah

Jumlah
unit
kerja
yang
menyus
un
07.01 Administras perenca Uni 10 98
01'2 0 i Keuangan naan t 1 4,453, 1 1 1,501, 1 217,1 1 485,7 1 394,4 1 380,8 1 1,478, 0 4 2 1,478, 20 33.
2 - Perangkat dan Ker 662,2 822,6 80,49 28,46 29,73 35,79 174,4 % ‘3 174,4 0% 19
Daerah laporan ja 32.00 32.00 8.00 8.00 2.00 8.00 96.00 % 96.00 %o
kinerja °
keuanga
n
dengan
kualitas
baik
Jumlah
Orang
07.01 Penyediaan yang 10 98
01'2 0 Gaji dan Menerim AS 1 4,353, 1 1 1,471, 1 210,2 6 478,8 1 387,5 1 373,9 1 1,450, 0 5 3 1,450, 20 33.
2 0'061 Tunjangan a Gaji N 5 695,3 5 S5 822,6 80,49 28,46 29,73 S5 35,79 5 574,4 % '6 0 574,4 0% 32
. ASN dan 21.00 32.00 8.00 8.00 2.00 8.00 96.00 % 96.00 %o
Tunjang °
an ASN
Pelaksanaa Jumlah
n penatau
sahaan
07.01. Penatausah dan 10
01.2.0 aan dan Pengujia Bul 1 90,00 1 1 30,00 3 6,900 3 6,900 3 6,900 3 6,900 1 27,60 0 92 2 27,60 20 30.
2 6063 Pengujian/ n/Verifik an 2 0,000. 2 2 0,000. ,000. ,000. ,000. ,000. 2 0,000. % % 4 0,000. 0% 67
: Verifikasi . 00 00 00 00 00 00 00 00 %
Keuangan ;iluanga
SKPD n SKPD
Administras Jumlah
07.01. i ASN 44 86.
. AS 1 40,00 1 1 50,00 5,667 16,66 22,32 20 1 22,32 55.
21'2'0 Eer?:fnwift Y it N | 5 | 0,000. | 0 5 | o000. | 3 -1 3] 0o00. | 5| 1,880 |3 13| 8530 | % '2 3 | 8,530. (2/7 82
g ; 00 00 00 .00 00 00 ° %
Daerah asi Y%
Jumlah
Pegawai
Berdasar
Pendidikan | K&
a2 T
8?31(5 gelanh‘?“ Fungsi Peg 30,00 50,00 5,667 16,66 2232 | 10| 4| 1| 2232 | 10 | 74,
2. egawai aw 6 5 5 0 4 1 0 5 0 .6 6.6
5.0009 Berdasarka yang ai 0,000. 0,000. - ,000. 1,530 - 8,530. % 6 0 8,530. 7% 43
n Tugas Mengiku 00 00 00 .00 00 % 00 %
. ti
dan Fungsi Pendidik
an dan
Pelatiha
n
. Jumlah
Administras
o79% | iUmum sarana | sar [ o | 9000 |6 8 | 3775 | 2 22531 |3 5799 | 1| 1570 |8 | 2403 | 0| 83| 2| 2403 | 13 | 26
6 - Perangkat layak ana 0 0,000. 0 0 2,000. 0 - 0 ,000. 0 ,000. 0 9,000 0 9,000. % ‘8 0 9,000. 6'% 71
Daerah . 00 00 00 00 .00 00 00 %
fungsi Y%
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Jumlah

Paket
Penyediaan ie;:;ata
8?3.1(5 gzl;lalatan Perlengk | Pak | 2 | 30,00 | 1 2 | 1000 | o o | 2081 | | 17sa | | 2653 | 2 | 6ass, 100 ij 3 | 6488, | 17 | 21.
6.0002 Perlengkapa apan et (0] 0,000. 5 - 0 0,000. - ,000. ,000. ,000. 0 000.0 % Py 5 000.0 5% 63
Kantor 00 00 00 00 00 0 0 %o
n Kantor %
yang
Disediak
an
Jumlah
Paket
Penyediaan Barang
Barang Cetakan 1 1 1 1 2
gzg 10 Cetakan dan Bar 2 40,00 [0] 0 9,544, g g g 1,595 g 0 1,595, 100 176 0 1,595, 6166 3.9
6.0005 dan Penggan ang (0] 0,000. [0] - 0 000.0 0 - 0 - 0 ,000. 0 - 0 000.0 % '1 0 000.0 7% 9%
! Penggandaa daan 0 00 0 0 0 00 0 0 % 0 0
n yang
Disediak
an
Jumlah
Penyelengga 1[;:11:;:1&;11
07.01. raan l?apafc ggaraan Lap 10 87 16
012.0 Koordinasi Rapat ora 1 15,00 8 1 18,20 3 3 450.0 3 2,450 3 13,05 1 15,95 0 6 2 15,95 6.6 10
6.0009 dan ) Koordina n 2 0,000. - 2 8,000. - 00 C;O ,000. 6,000 2 6,000. % 3 0 6,000. 7% 6.3
. Konsultasi A 00 00 : 00 .00 00 o 00 7%
SKPD si dan %
Konsulta
si SKPD
Pengadaan
Barang Jumlah
Milik pengada
o79% | Daeran an Uni | 1| 8567 | o | 6594 | o L | 2400 | 3366 |, | s7es | | 8T | s7e6 | 70 |
7 - Penunjang Barang t [0] 8,000. - 6,816. - - 0,000 4,737 4,737. % '4 4,737. % 3%'
Urusan Milik 00 00 .00 .00 00 % 00
Pemerintah Daerah °
Daerah
Persenta
se
07.01. Sarana 98
Pengadaan Bu 5,000, 8,249, 8,160 8,160, 20 8,160, 20 16
012.0 | pepel prasaran | . | 5 | goog | © 13| 1870 © 1O 0 | Y] oo | Y| 0000 | % | 2|t | 0000 | % |32
7.0005 a yang 0 0 00 0 2 0 %
o
terpenuh %
i
Persenta
Pengadaan se
83'3% Peralatan ;S)f::;fan Uni | , | 5000, | , 3(8)’49; s | 5769 | ) L | 2400 | | 2550 | o | 4950 | 60 | 85 | . | 8840 3233 17
7 (5066 dan Mesin a yang t 000.0 97’0 7,629. - - 0,000 4,737 4,737. % .8 5,234. 3% 68.
) Lainnya 0 . 00 .00 .00 00 % 00 1%
terpenuh 0
1
Jumlah
jasa
Penyediaan penunja
07.01 Jasa ng 22 94
01'2 0 Penunjang urusan Jas 1 290,0 1 1 105,2 6 23,38 3 23,18 5 24,03 4 24,18 4 94,78 2 90 1 94,78 44' 32.
8 - Urusan pemerint a 8 00,00 3 - 8 00,00 2,216 2,120 7,084 6,152 7,572. 2 .1 7 7,572. % 69
Pemerintah ahan 0.00 0.00 .00 .00 .00 .00 00 % % 00 © %
an Daerah yang
disediak

an
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Jumlah

Laporan
Penyedia
Penyediaan an Jasg
Komunik
o7.01. |92 | g 10 | 47
01.2.0 Komunikasi Sul"nber Bul 30,00 20,00 2,082 1,882 2,737 2,886 9,587, 0 9 2 9,587, 20 31.
8.0002 , Sumber Daya Air an 0,000. 0,000. ,216. ,120. ,084. ,152. 572.0 % 4 4 572.0 [ 0% 96
Daya Air 00 00 00 00 00 00 0 o 0 %o
dan Listrik dan %
Listrik
yang
Disediak
an
Jumlah
Laporan
Penyediaan Penyedia
07.01. | Jasa an Jasa 28 11
01.2.0 Pelayanan Pelayana Jas 255,0 85,20 21,30 21,30 21,30 21,30 85,20 .5 10 8 85,20 4.0 33.
8.0004 Umum n Umum a 00,00 0,000. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000. 7 0 0,000. 9% 41
: K Kantor 0.00 00 .00 .00 .00 .00 00 % % 00 %
antor
yang
Disediak
an
Pemeliharaa
n Barang Jumlah
07.01 Milik prasaran 10 67 14
01'20' Daerah a yang Bar 175,0 66,63 5570 14,94 11,59 18,15 45,25 0 o 2 45,25 28 25.
9 - Penunjang layak ang 00,00 7,119. 00 C;O 0,000 7,000 7,000 1,000. % 1 0 1,000. 6% 86
Urusan f . 0.00 00 : .00 .00 .00 00 o 00 %
Pemerintah ungst %
an Daerah
Jumlah
Jasa
Pemeliha
Penyediaan raan,
Jasa Biaya
Pemeliharaa Pemeliha
n, Biaya raan,
Pemeliharaa Pajak,
83'3 ld g;;’alak giﬁzma Uni 70,00 41,10 5570 5,000 10,55 18,15 3427 | 50 833 5 | 3427 | 15 | 4s.
9 6062 Perizinan n t 0,000. 0,000. 00 0’0 ,000. 7,000 7,000 1,000. % .8 1,000. | 0% 96
: 00 00 : 00 .00 .00 00 00 %
Kendaraan Kendara Y%
Dinas an Dinas
Operasional Operasio
atau nal atau
Lapangan Lapanga
n yang
disediak
an
Jumlah
Peralata
07.01 Pemeliharaa n dan
01'2 0 n Peralatan Mesin Jen 15,00 5,000, 1,040 1,040, 20 20 6 1,040, 12 6.9
0 6066 dan Mesin Lainnya is 0,000. 000.0 - - ,000. - 000.0 % .8 000.0 | 0% 3[,/0
: Lainnya yang 00 0 00 0 % 0
Dipeliha

ra
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Jumlah

Gedung
Pemeliharaa g:rr:tor
n/Rehabilit
07.01. | GiGedung | B3P8WPA | ypj 60,00 10,53 10 20
01.2.0 n 1 1 1 0 0 1 1 0 0 A o
Kantor dan . t 0,000. 7,119. - - - - 0% 0%
9.0009 B Lainnya % %
angunan yang 00 00
Lainnya Dipeliha
ra/Direh
abilitasi
Jumlah
Pemeliharaa csiarana
n/Rehabilit | 520
asi Sarana asara_t;l
07.01. | dan & Ruma
01.2.0 Prasarana atau Uni 1 30,00 1 1 10,00 1 9,940 0 0 0 9,940, 0 99 9,940, 10 33.
9 0'0'10 Gedun: Banguna t 0,000. 0,000. ,000. - 000.0 % 4 000.0 | 0% 13
: Koo w | 00 00 00 0 % 0 %
Lainnya
Bangunan
Lainnya yang
dipelihar
a
Persenta
se
urusan
pemerint 1 10
ahan % 0 0 9 3 4 1 9 0 90
tingkat ° 0 0 0 0 0 %
ke 0 %
ecamat
an yang
PROGRAM | jicoordi
PENYELEN ik
GGARAAN ~ [asian — — | | |
7.01.0 PEMERINTA | Indeks 65,00 15,00 9,999 4,999 14,99 10 14,99 23.
2 HAN DAN Kepuasa 0,000. 0,000. ,600. ,800. 9,400. 0 9,400. 08
PELAYANA n 00 00 00 00 00 % 00 %
Masyara
N PUBLIK Kkat 3 3 26
. 1 0 11
terhadap ind . . .6
4 . . 1 1 6.2
pelayana eks 6 7 5 7 7 5%
n non 5 5 Y% °
perizina
n
kecamat
an
persenta
se
Kegiatan
Koordinasi Zﬁx:;rmt
Penyelengga
raan }s]:;%ai Per 1 33
7.01.0 Kegiatan dengan sen 0 35,00 0 9 5,000, 2 | 4999 | 3 3 3 4,999, .3 10 4,999, 30 14.
2.2.01 Pemerintah & ok tas 0 0,000. 0 000.0 0 ,800. | O 0 - 0 800.0 3 0 800.0 % 29
an di beran, e 00 0 00 o % | % 0 %
Tingkat daerah
Kecamatan
dan
instansi
vertikal
terkait
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Jumlah

Dokume
n
Peningkata Peningka
n Efektifitas tan Do
7O10 | egiatan | Blektifita |y, | 1 | 5,000, 1| 4,99 | o o 4999, | o | 10 4,999, | o
POt : . me 2 - 2 000.0 2 ,800. - 800.0 % 0 800.0 ° o 0%
0002 an di Kegiatan
Ti : n 0 00 0 % 0
ingkat Pemerint
Kecamatan ahan di
Tingkat
Kecamat
an
persenta
se
Urusan
Penyelengga Pemerint
raan ahan
Urusan ﬁzni
Pemerintah o2
an yang Dilaksan
Tidak akan | Per 12 10.
7.01.0 Dilaksanak oleh Unit sen 9 30,00 8 10,00 1 4,999 | 5 1 4,999 9,999, 5 10 9,999, 53 33.
2.2.02 an oleh Unit Kerja tas 5 0,000. 0 0,000. 0 ,800. | O 0 ,800. 600.0 D/ 0 600.0 % 33
Kerja Perangk e 00 00 00 00 0 ° % 0 ° %
Perangkat at
Daerah Daerah
yang Ada di Zl?ng ada
Kecamatan
Kecamat
an yang
diseleng
garakan
Jumlah
Fasilitasi
Percepat
Fasilitasi an
Percepatan Pencapai
Pencapaian an
;glog Standar Standar éii 2 15,00 2 5,000, 2 4,999 0 0 4,999, 100 10 4,999, 10 33.
0662 * | Pelayanan Pelayana o 0,000. 000.0 ,800. - 800.0 % 0 800.0 | 0% 33
Minimal di n 00 0 00 0 ° % 0 %
Wilayah minimal
Kecamatan diwilaya
h
Kecamat
an
Jumlah
Peningkata }:kasan
n Efektifitas Pel
Pelaksanaa clayana
7.01.0 n Keg 10
n Pelayanan . 1 15,00 1 5,000, 1 4,999 4,999, 10 4,999, 10 33.
2.2.02. masyara iata 0 0 0 o
0003 kepada Kat yang n 2 0,000. 2 000.0 - 2 ,800. 800.0 % 0 800.0 | 0% 33
Masyarakat s 00 0 00 0 % 0 %
di Wilayah ﬁ‘t‘“gkat
an
Kecamatan | proytifita
snya
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PROGRAM Persenta
PEMBERDA se
YAAN lembaga Per 1 10 99 1
7.01.0 MASYARAK kemasya sen o 30,00 9 38,58 4,999 | 2 700.0 3 | 5,600 | 3 | 27,21 9 38,51 0 Py 8 38,51 18 12
3 AT DESA rakatan tas 0 0,000. 5 4,000. ,800. | O 00 0’0 0 ,000. [ O [ 9,000 [ 5 8,800. o ‘3 o 8,800. | 9% | 8.4
DAN desa/kel e 00 00 00 . 00 .00 00 ° % 00 %
KELURAHA | urahan ?
N aktif
persenta
se
Koordinasi Koordina Per 1 21 99 1
7.01.0 Kegiatan si dan sen 0 30,00 9 38,58 4,999 | 3 700.0 4 | 5,600 [ 2 | 27,21 2 38,51 .0 P 1 38,51 11 12
3.2.01 Pemberdaya | kegiatan tas 0 0,000. 5 4,000. ,800. | O 00 O’O 0 ,000. [ O [ 9,000 [ O 8,800. 5 '3 4 8,800. | 4% | 8.4
an Desa pemberd e 00 00 00 ! 00 .00 00 %o % 00 %o
ayaan ?
Desa
Eemngkata Jumlah
Partisipasi IS)iart1s1pa
Masyarakat
Kelompo
7.01.0 | dalam Ke 10
3'2 0'1 Forum masyara iat§ 1 15,00 1 5,000, 4,999 0 0 0 1 4,999, 0 10 9 4,999, | 20 33.
060'1 * | Musyawara Kkat ]}Sesa n 0,000. 000.0 ,800. - - - 800.0 % 0 800.0 | 0% 33
h 00 0 00 0 ol % 0 %
dalam
Perencanaa
forum
n
Pembangun Musrem
an di Desa bangdes
Jumlah
Kegiatan
Peningkata Eeranatr)lerd
n Efektifitas | oY
Kegiatan kelompo
7010 | pemberdaya | K Keg | 1| 1500 1| 3358 5,600 2721 | 1| 3351 | 20| % | 2| 3351 | 16| 22
3.2.01. masyara iata 3 700,0 3 3 0 .8 6.6
0003 an Kkat desa n 2 0,000. 2 4,000. - 00.00 ,000. 9,000 | 2 9,000. % 1 0 9,000. 7% 3.4
Masyarakat 00 00 00 .00 00 o 00 6%
4 yang %
di Wilayah >
meningk
Kecamatan at
efektifita
snya
Persenta
se
pelangga
ran
PROGRAM terhadap
KOORDINA ketentra
SI man dan Per 1 10 86 1
7.01.0 KETENTRA Kketertiba sen 0 95,00 9 223,1 44,06 | 2 | 7024 | 2 | 31,60 | 3 | 46,51 9 192,4 0 5 8 192,4 18 20
4 tas 0,000. 5 92,96 7,300 | 5 1,200 | 5 | 4,400 [ O | 7,200 | 5 30,10 ’ 30,10 | 7% | 2.5
MANDAN — | numum 0 00 0,00 00 00 00 00 ooo | | 27| Tooo 6%
KETERTIBA | di ¢ : : : : : : % : °
N UMUM wilayah
kecamat
an yang
tertanga

ni
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Jumlah

Laporan
Pelaksan
Koordinasi aan .
Upaya Har.monl
Penyelengga Is{as]l) L 33 26 13
7.01.0 | raan o B AP | 9500 6 | 2231 44,06 | , | 7024 | | | 31,60 | 5 | 4651 | 5 | 1924 | .3 | °) | o | 1924 | ;7| 20
4.2.01 Ketenteram dengan n 0,000. 92,96 7,300 1,200 4,400 7,200 30,10 3 ‘2 30,10 3% 2.5
an dan Tok%h 00 0.00 .00 .00 .00 .00 0.00 % % 0.00 6%
Ketertiban
Umum Agama
dan
Tokoh
Masyara
kat
. Jumlah
Harmomsas kegiataa
i Hubungan n
7910 | dengan harmoni | € | 1 | 8500 1| 2231 4406 | , | 7024 | o [ 3160 | o | 4651 | 1 | 1924 | 0180 | 1] 1024 | 15 | 22
060'2 ) Agama dan sasi n 2 0,000. 2 92,96 7,300 1,200 4,400 7,200 2 30,10 % '2 8 30,10 0% 6.3
Tokoh yang 00 0.00 .00 .00 .00 .00 0.00 % 0.00 9%
Masyarakat diseleng
garakan
Persenta
se
PROGRAM potensi/
PENYELEN konflik Per 10 89
7.01.0 GGARAAN sosial di sen 9 20,00 8 2 1 4 8 0 0 8 47'
5 URUSAN wilayah tas 5 0,000. S5 0 0 S5 5 - % % 5 - % 0%
PEMERINTA | kecamat e 00 ’ ’ ’
HAN UMUM an yang
tertanga
ni
Persenta
se desa
dibin
ibina 36
5 0 0 5 5 4 0%
pelaksan 0 % 0
aan
proomt | pemer
ahan
7.01.0 II\’IE?\II:‘}I\LWAS desanya 69,00 40,45 40,45 40,45 10 40,45 58.
6 AN Persenta 0,000. 1,200. - - - 1,200 1,200. 0 1,200. 62
PEMERINTA se 00 00 .00 00 % 00 %
HANDESA | fekomen
dasi
hasil 1 b 1
pengawa w | o 9 2 3 3 3 5 2 12
5 0 0 0 0 8 5%
san yang 0 % 5
ditindakl
anjuti
oleh
desa
Fasilitasi, seex;isee;ita
Rekomenda
sidan yang Per 1 36 1
7.01.0 Koordinasi mendap sen 0 69,00 9 40,45 2 3 3 40,45 3 40,45 .8 10 3 40,45 13 58.
6.2.01 Pembinaan atkan tas 0 0,000. 5 1,200. - 0 - 0 - 5 1,200 5 1,200. 4 0 0 1,200. 0% 62
dan fasilitasi e 00 00 .00 00 % % 00 %
Pengawasan mengena

1
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Pemerintah penyelen
an Desa ggaraan
pemerint
ahan
Desa
Jumlah
Pengelol
aan
e Keuanga
Fasilitasi
n Desa
Pengelolaan
7.01.0 Keuangan dan Keg 10
6.9.01 Desa dan Pendaya iata 15,00 40,45 0 1 40,45 40,45 0 10 40,45 20 26
060‘3 : Pendayagun | gunaan n 0,000. 1,200. - - 1,200 1,200. % 0 1,200. | 0% | 9.6
vag Aset 00 00 .00 00 % 00 7%
aan Aset D
esa
Desa
yang
tersusun
dengan
baik
77 78
. s .3 4
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran 3 3
% %
Ti Ti
Predikat Kinerja | ng ng
gi gi
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